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ABSTRAKSI

AYU KADEK ADI PANDINI N.D, Hukum Administrasi Nega, Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya Malang, 26 Februari 20Upaya Pemerintah
Kabupaten Karangasem dalam Penertiban Pedagang Kaka di Kawsaan
Wisata Candidasa Berdasarkan Pasal 13 Peraturan r8lae Kabupaten
Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 Tentang KetertibaurdfStudi di Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten KarangasenkuStini, S.H, C.N, Dr.
Iwan Permadi, S.E, S.H, M.Hum

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas meaigeUpaya
Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam Penertibdag®eg Kaki Lima di
Kawsaan Wisata Candidasa Berdasarkan Pasal 13uRerddaerah Kabupaten
Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertibaurhal ini dilatar
belakangi oleh banyaknya tempat wisata yang a&aldkhususnya di Kabupaten
Karangasem yang banyak dikunjungi oleh wisatawaik basatawan lokal
maupun asing. Selain itu juga karena masyarakayahdrerpendidikan dan
mempunyai keterampilan yang rendah dan kurang ma&imadaka mereka
terpaksa memilih pekaerjaan menjadi Pedagang Kakia(PKL). Namun
keberadaan PKL yang berada di Kabupaten Karangag@m ternyata
menimbulkan banyak masalah terutama pada kawassatavCandidasa yang
merupakan salah satu tempat wisata yang ada di geddu Karangasem.
Permasalahan yang ditimbulan oleh PKL antara laialad faktor keindahan,
kenyamanan,dan ketertiban, disini dialami oleh geng jalan karena banyak
trotoar yang dipakai oleh pedagang kaki lima urtekualan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperolalalj@an permasalahan
yang ada, bahwa pasal 13 Peraturan Daerah Kabupai@mgasem Nomor 4
Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum sering diabaikeh pedagang kaki lima,
selain itu tidak efektifnya peraturan daerah temteginga disebabkan karena
kinerja aparat dan dinas-dinas terkait di dalamhiiganbatan dari penerapan Pasal
13 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem NomorhdnTa010 Tentang
Ketertiban Umum tidak hanya berasal dari pedadgeailg lima namun juga
berasal dari faktor kinerja aparat dan dinas-dyaeg terkait di dalamnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitr@nadalah penelitian
empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalamtigoeiini adalah metode
pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitiaraghalah di Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Karangasem Bali. Tujuaamugode pendekatan ini
adalah untuk mengkaji dari segi hukum atau peratyeang behubungan dengan
pengaturan dan pembinaan PKL di kawasan wisatai@asal



BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri diéman pulau
yang memiliki masyarakat plural dimana terdapatnacam-macam
suku, agama dan budaya di setiap daerahnya. Untrgatur semua
perbedaan tersebut setiap daerah memiliki peratmasing-masing yang
disebut peraturan daerah, seperti yang tertuargmndphsal 18 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 124t yerbunyi :
“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar deih kkengan bentuk
susunan pemerintahnya ditetapkan dengan undangnagadalengan
memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dasstem
pemerintahan negara, dan hak —hak asal-usul dalaerah-daerah yang
bersifat istimewa’”

Bali adalah salah satu provinsi yang merupakan aelpulau di
sebelah timur Pulau Jawa yang terkenal sebagaialdaeisata dan
memiliki adat budaya yang kental serta nuansairgigg kuat sehingga
sangat menarik untuk dikunjungi oleh para wisatam&ng maupun lokal.
Secara administrasi Provinsi Bali terbagi menjaglagan kabupaten dan
satu kota provinsi, antara lain : Kabupaten Jensyrdabupaten Tabanan,

Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, KabupatatuBg Kabupaten



Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasean Kota

Denpasar yang juga merupakan ibu kota provinsaisu, Provinsi Bali
juga memiliki beberapa pulau-pulau kecil lainnyagity Pulau Nusa
Penida, Pulau Lembongan, dan Pulau Nusa Ceningarwildiyah

Kabupaten Klungkung, Pulau Serangan di wilayah Kb&mpasar dan
Pulau Menjangan di wilayah Kabupaten Buleleng. Ltatsl wilayah

Provinsi Bali adalah 5.634,40 Ha dengan panjangapamencapai 529 km
yang terbentang dari ujung barat Kabupaten Jemlz@mg@ai ujung timur
Kabupaten Karangasem.

Kabupaten Karangasem terletak di ujung timur Pali yang
merupakan salah satu dari beberapa kabupaten yndi &@rovinsi Bali
memiliki daerah pantai dan pegunungan dengan hailagah sebelah
utara berbatasan dengan Laut Bali, sebelah selsdmatasan dengan
Samudra Indonesia, sebelah barat berbatasan dehk@dupaten
Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Bulelengy dabelah timur
berbatasan dengan Selat Lombok. Kabupaten Karamgeassat ini
dipimpin oleh seorang bupati yang bernama | Wayare@eg, SH.
Karangasem yang terletak di ujung timur Pulau Davizg#tli ibarat mutiara
yang terpendam dengan berbagai potensi yang bebmaras maksimal
dieksplor dan dikelola oleh pemerintah. Potensiseient tersebar
diberbagai sektor diantaranya meliputi sektor imguspertanian,

peternakan, kerajinan maupun pariwisata. Sektdsekiersebut



merupakan sektor yang menjanjikan dan kompetikéwlibangkan secara
maksimal.

Kabupaten Karangasem memiliki sektor pariwisata pa@nataan
kota yang sangat baik telah dibuktikan dengan dipenya penghargaan
Adipura dengan menyandang predikat sebagai kotherh secara
berturut-turut mengalahkan kabupaten-kabupatenyaig ada di Pulau
Bali, serta menyandang peringkat Wahana Tata Nagratiwiyata dan
lain-lainnya. Namun ada beberapa hal yang perlerdgiikan oleh
pemerintah daerah terhadap beberapa tempat wiaatpbeberapa akhir
ini menjadi sorotan negatif bagi wisatawan baikalakaupun asing. Salah
satunya adalah Candidase. Candidasa merupakan salahkawasan
pariwisata yang dikembangkan mulai tahun 1983. Rad&nya nama
Candidasa merupakan nama sebuah pura, yaitu Purdidasa, yang
terltak di atas bukit kecil dan dibangun pada akedl2 M. Memiliki
potensi alam dan pantai yang mempesona denganppdsinya.

Pantai berpasir putih tersebut sebenarnya bernagh&k Kehen,
namun dalam perkembangannya seiring ditetapkanmydaip tersebut
menjadi obyek dan daya tarik wisata, maka pantaikTEehen berubah
nama menjadi kawasan pariwisata Candidasa sesngadenama pura
yang ada di wilayah itu.Candidasa terletak di Dusssmuh, Desa
Bugbug, Kecamatan Karangasem, berjarak 12 km dzta Kmlapura dan
sekitar 45 km dari KotaDenpasar. Pesona alam yakgmtbangkan

sebagai obyek wisata bahari inidapat menjadi pilibatuk melakukan



berbagai aktifitas, seperti sun bathing, canoingprekling,fishing,

trekking melalui perbukitan, dan yang tak kalah erémya adalah
keberadaan pulau-pulau kecil yang dapat dijangkamakpya dengan
perahu nelayan (jukung).Pulau-pulau kecil tersabenyimpan potensi
panorama bawah laut berupa terumbu karang danhicen Adapun hal
yang menjadi masalah adalah ketidak nyamanan saaseéata yang
dikarenakan ketidak tertiban para pedagang kaka yang berjualan di
kawasan wisata sehingga menyebabkan sejumlah wistmanmaneger
hotel di kawasan tempat wisata seperti Candidasakoiean protes karena
lokasi itu menjadi kumuh dan mengundang banyakstik&elain itu

pedagang kaki lima juga menjadi bahan keluhan kmedaku usaha
pariwisata di kawasan tersebut. Pertumbuhan pedakmi lima (PKL)

yang cukup tinggi banyak menimbulkan permasalahagi pemerintah
kota maupun bagi masyarakat perkotaan dimana pedalaki lima

(PKL) berada. Pedagang kaki lima (PKL) yang tidagnmpunyai tempat
tinggal permanen, selalu mencari tempat-tempat tegfisa untuk

pengembangan usahanya, seperti tempat-tempat hjlsekitar terminal,
sekitar sekolah, sekitar rumah sakit dan pusatnkaien lainnya. Para
pedagang kaki lima tersebut mulai memanfaatkarnitéssiumum seperti
trotoar dan pinggir- pinggir jalan sebagai tempaitulk menggelar
dagangannya. Hal itu sangat mengganggu masyarakatarna bagi

pejalan kaki, karena menyebabakan gangguan lalas|imenimbulkan

' www.iwbdenpasar.wordpress.com, candidasa meraakses tanggal 17 September 2011.



masalah sampah, dan dampak-dampak lainya. Untydernerintah harus
lebih memperhatikan peraturan daerah mengenaitiketerumum untuk
mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatasyanakat di
tempat umum khususnya di kawasan wisata terutamiapbaa pedagang
yang sebagaimana diatur dalam pasal 13 Peraturanaldabupaten
Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertibarurdnyang
berbunyi :"Dilarang menempatkan barang dengan tujuan untuk
menjalankan suatu usaha ataupun tidak di ruangkmdlan, taman dan

tempat umum kecuali telah mendapatkan ijin dari geémah daerah’

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menganahil “Upaya
Pemerintah Kabupaten Karangasem Dalam Penertibada§ang Kaki
Lima Di Kawasan Wisata Candidasa Berdasarkan PdshlPeraturan

Daerah Kabupaten Karangasen Nomor 4 Tentang Ké@ntimum’

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dari uraian yang telah drgap adalah:

1. Bagaimana Upaya Pemerintah Kabupaten Karangasem caénertibkan
Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Wisata Candidasrdasarkan
Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten KarangasemrNbifahun 2010

tentang Ketertiban Umum?



2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Pemerintalangasem dalam
upaya penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawas&isata
Candidasa Kabupaten Karangasem ?

3. Bagaimana solusi dari pemerintah untuk menertitgesagang kaki lima

yang ada di kawasan wisata Candidasa?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya Pemerintabupaten
Karangasem dalam menertibkan Pedagang Kaki Lir{&)(Bi kawasan
wisata Candidasa Pasal 13 Peraturan Daerah Kaouparangasem
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan yangdaphaoleh
Pemerintah Karangasem dalam upaya penertiban &sglagaki Lima
(PKL) di kawasan Wisata Candidasa Kabupaten Kaserga

3. Untuk mengetahuai solusi dari pemerintah untuk midrk&n pedagang

kaki lima yang ada di kawasan wisata Candidasa.

D. MANFAAT PENELITIAN
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini dilakukan sebagai sarana pengemIvategai-teori di
bidang ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum adhtnasi

negara pada khususnya tentang Upaya Pemerintah p&iou



Karangasem dalam Penertiban Pedagang Kaki Limaagvalkan
Wisata berdasrkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kadpupat
Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertibanordm
2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Karangasem
Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalamganebil
keputusan terutama dalam pengawasan dan pengdarredap
ketertiban umum di kawasan wisata

b. Bagi masyarakat (khususnya pedagang kaki lima)
Untuk memberikan informasi mengenai wewenang piernadr
terhadap ketertiban umum di kawasan wisata Kabnopate
Karangasem.

c. Bagi mahasiswa
Dapat dijadikan sebagai referensi dan media latienuk
mendapatkan pengetahuan mengenai wewenang peahesigrta
sebagai tambahan wawasan dalam mengikuti perkaliaha

d. Bagi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Karangasem
Untuk memberikan informasi mengenai peraturan ybags di
patuhi didalam melakukan suatu usaha agar tidak kadalah

pahaman antara PKL dengan Pemerintah.



E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman keseluruhan hasilijpemenhi,
baik dari segi materi maupun penyusunan maka pEenoiembuat

sistematika sebagai berikut:

BAB | : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar belakang yang algaecahkan
untuk mencari solusi dalam penelitian. Dari latalakang permasalahan
tersebut akan ditarik rumusan masalah, tujuan darfamt penelitian dan

sistematika penulisan.

BAB Il : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kajian umum mengena
kewenangan pemerintah daerah dalam otonomi dalesédrtiban umum,

pedagang kaki lima dan satuan polisi pamong praja.

BAB Il : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini di uraikan tentang metode pendekatdokasi
penelitian, jenis dan sumber data, teknik penguaerpdata, populasi dan

sampel, analisa data dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini mengulas mengenai rumusan masalai diambil

sekaligus merupakan hasil dari analisa peneliti@ituymengenai upaya



Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam penertiltiagpeg kaki llima
di kawasan wisata serta apa saja hambatan yangddiph Pemerintah
Kabupaten Karangasem dalam penertiban pedagandirkakdi kawasan

wisata Kabupaten Karangasem.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan danylisan
skripsi ini dan saran-saran yang dapat penuliskéeriyang sekiranya
dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Karamgdalam menjaga
ketertiban umum di kawasan wisata. Dan bab ini pean bab penutup

dari skripsi ini yang akan dilanjutkan dengan laep-lampiran.
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BAB I

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah
Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 danbaéannya
dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah penygdesan urusan
pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan PdamaRakyat Daerah
(DPRD) menurut asas otonomi daerah dan tugas pduarardengan
prinsip otonomi seluas luasnya dalam system damsipriNegara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam WWpdadang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. Otonomi Daerah
Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajibaard otonom
yang mengatur dan mengurus sendiri urusan sendsan pemerintah
dan kepentingan masarakat setempat sesuai dengeaturpe
perundang-undangan
Adapun hak-hak pemerintah dalam menyelenggaralarooti daerah
sebagai berikdt
a. Mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya.
b. Memilih pimpinan daerah.

c. Mengelola aparatur daerah.

? Pasal 1 point 5 Undang —Undang Nomor 32 Tahun d@ddang Pemerintah Daerah.
% pasal 21 Undang -Undang Nomor 32 tahun 2004 fignRemerintah Daerah



g.
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. Mengelola kekaaan daerah.

Memungut pajak daerah dan retribusi.
Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber déga dan
sumber daya lainnya yang berada di daerah.

Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

Sedangkan kewajiban-kewajiban yang harus diperadradh dalam

menjalankan otonomi meliputi:

a.

e.

f.

Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuaiam
kerukunan nasional, serta keutuhan nasional settaikan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Mengembangkan kehidupan demokrasi.

. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.

Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.

Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.

2. Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan PemeiDdarah

terdiri atas:

a. Urusan Wajib

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintanatiaentuk
kabupaten atau kota merupakan urusan yang berk&blapaten
atau kota meliputi:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.

2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
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3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentuan akasar
4. Penyediaan sarana dan prasarana.
5. Penanganan bidang kesehatan.
6. Penelenggaraan pendidikan.
7. Penanggulangan masalah social.
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
9. Fasilitas pengembangan koprasi, usaha kecil, daemngah.
b. Urusan Pilihan
Urusan pemerintah kabupaten atau kota yang berpiftéitan
meliputi urusan pemerintah secara nyata ada dgpotesisi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kokelkhasan,

dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

B. Kajian Umum Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pedagang kaki lima (PKL) adalah pedagang yang mktakusaha
perdagangan non formal dengan menggunakan lahbukger dan atau
tertutup, sebagai tempat kegiatan usahanya baikgatiemenggunakan
peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuatuwgling telah
ditentukan. Istilah pedagang kaki lima atau PKL asaf dari masa
penjajahan Kolonil Belanda. Peraturan pemerintapada waktu itu
menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangundakeya

menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lima ruaskupejalan kaki
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adalah lima kaki atau sekitar satu setengah fhefbeberapa tempat,

pedagang kaki lima dipermasalahkan karena menggareyg pengendara

kendaraan bermotor. Walaupun demikian PKL kerap yediakan

makanan atau barang lain dengan harga yang lebilahmdaripada

membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkanilkesehingga kerap

mengundang pedagang yang hendak memulai bisnisadangdal yang

kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang bissanendirikan

bisnisnya di sekitar rumah mereka.

Adapun hak-hak pedagang kaki lima (PKL) :

Walaupun tidak ada pengaturan khusus tentang Halpbdagang kaki

lima namun kita dapat mengunakan beberapa pragikirh yang dapat

dijadikan landasan perlindungan bagi pedagang kala. Diantaranya

adalah:

1. Pasal 27 ayat (2) UUD 1954 “tiap- tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemaanisia

2. Pasal 11 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenbaak
asasi manusia “ setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan
dasarnya untuk tumbuh an berkembang secara layak”

3. Pasal 38 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenbak
asal manusia “ setiap warga negara sesuai dengan bakat keaaka

dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak”

* Permadi, Gilang,200Pedagang Kaki LimaYudhistira.Jakarta
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C. Kajian Umum Tentang Ketertiban Umum.

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalatu s
keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pet@ierdaerah, dan
masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tertiatib, dan teratdr
Ketertiban umum dikenal dengan berbagai istilahedemrde public
(prancis),public policy ( Anglo Saxon). Ketertiban umum juga diartikan
sebagai ketertiban, kesejahteraan, dan keamarandetamakan dengan
ketertiban umurh

Penyelenggaraan ketertiban umum adalah tugas dayguag
jawab pemerintah. Untuk itu pemerintah diberi kearegan untuk
memaksa publik mentaati peraturan yang ada dersel&rggaranya
ketertiban umum. Penyelenggaraan ketertiban umukatakan berhasil
apabila pemerintah berhasil menyusun hukum yanky dan penegakan
hukum yang efektif.

D. Kajian Umum Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat peumderdaerah

dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenterataanketertiban

umum serta menegakkan Peraturan Dderah

® Pasal 1 point 10 Peraturan Pemerintah Republiériesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang
Satuan Polisi Pamong Praja.

® www.battle-of-speech.blogspot.com, Tentang P&rtertiban Umum dalam Putusan diakases
tanggal 17 september 2011.

’ Pasal 1 point 4 Peraturan Pemerintah Republikresia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.
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Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintahakagang
melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihaem d
menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umuaemegakkan
Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala D&erah
1. Wewenang Satpol PP

a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat ataundaaeum
yang menganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat ledan
hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturaratdakan
keputusan kepala daerah.

c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadapga
masyarakat atau badan hikum yang melakukan pelesnygéas
peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

2. Hak Satpol PP

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian aebag

Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas Eesuai dengan

tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundatangan.

3. Kewajiban Satpol PP

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Prgila wa

a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hakiasanusia
dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan Inebkeg

dimasyarakat;

8 pasal 1 point 5 Peraturan Pemerintah Repulilidoriesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja
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b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyangkag
dapat menganggu ketenteraman dan ketertiban umum ;

c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemuykaratau
patut diduga adanya tindak pidana ;

d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atat gidtiga
adanya penyelenggaraan terhadap Peraturan Daerdegatusan
Kepala Daerah.

4. Fungsi satuan polisi pamong praja
Dalam melaksanakan tugas yang diembannya, satudisi po
pamong praja menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentramaketiEtiban
umum, penegakan peraturan daerah dan keputusala kisygsah.

b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelesggar
ketentraman dan ketertiban umum di daerah.

c. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daemakedatusan
kepala daerah.

d. Pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan ketemtradan
ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah.

A. Penegakan Peraturan Daerah.

1. Secara teknis

a. Proses penegakan peraturan daerah yang dilaku&harSatuan

Polisi Pamong Praja dan penyidik pegawai negeili G§PNS)
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pada prinsipnya sama dengan yang dilakukan olelyigikn
POLRI.

b. Baik PPNS maupun penyidik POLRI dalam menyelesaiaka
kasus menitik beratkan kepada pencarian kebenasn d
penyelesaian yang objektif tanpa ada intervensi fédrak
manapun.

c. Perbedaan dari tugas PPNS dan penyidik POLRI adalah
terletak pada kewenangan masing-masing sesuai inl@ngng
tugas yang menjadi dasar hukumnya.

2. Penggolongan

Kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyelesag@nsk

pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan olekarsgoolisi
pamong praja sebagai PPNS dapat digolongkan selbewfaut:

a. Dimulainya penyidikan.

b. Penyidikan.

c. Pemeriksaan.

d. Penindakan.

e. Penyelesaian, segel dan penyerahan berkas pertdaray().

3. Pelaksanaan
Diketahuinya pelanggaran peraturan daerah (keteatradan
ketertiban umum) yang dilakukan adalah;

a. Penyidikan
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1. Pada prinsipnya PPNS berdasarkan pasal 149 Undalagg
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeras (at
kuasa undang- undang) memiliki kewenangan untuk
melakukan penyelidikan.

2. PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran peratlaarah
(Trantibum) dapat menggunakan kewenangan pengawan d
atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pilddenra
lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumiged@).

3. Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan
penyidikan dapat pula menerima bantuan penyeli@ikf.

b. Penyidikan Pelanggaran Peraturan daerah ( tranfibum
1. Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwai quexistiwa
yang terjadi merupakan Pelanggaran Peraturan baera

(Trantibum) yang termasuk dalam lingkup tugas daw&nang

sesuai dengan undang-undang yang yang menjadi lialsamnya

dalam wilayah kerjanya.

Pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dapat dikelari :

a) Laporan yang dapat diberikan oleh :

1) Setiap orang
2) Petugas
b) Tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun atug

c) Diketahui langsung oleh PPNS
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2. Dalam hal ini terjadi pelanggaran Peraturan Dadyak melalui
laporan tertangkap tangan atau diketahui langsue @PNS
dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang datangani
oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.

3. Dalam Hal Tertangkap Tangan.

Setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan P&t
melaksanakan :

a) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara.

b) Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenanga
yang ditetapkan di dalam undang-undang yang menjadi
dasar hukum satuan Polisi Pamong Praja dan PPN& yan
bersangkutan.

c) Segera melakukan proses penyidikan dengan koordinas
dengan instansi terkait sesuai dengan bidang bentuk
pelanggaran Perda (Trantibum)

c. Pemeriksaan
Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS
yang bersangkutan dalam pengertian tidak bolempdhkan
kepada petugas lain yang bukan penyidik. Setelaua#tan
pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan dkesan
mengakui telah melakukan pelanggaran PeraturanabDasarta
bersedia dan mentaati untuk melaksanakan keterRageaturan

Daerah tersebut sesuai dengan jenis usaha/kegipdaug



1)

2)

3)

4)

5)

6)
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dilakukan dalam waktu 15 hari sejak pelaksanaanep&saan
tersebut akan mengakui kesalahan kepada yang bkrgan
diharuskan membuat surat pernyataan.
d. Pemanggilan
Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan bkatent
KUHAP sepanjang menyangkut pemanggilan.
Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai d&egamangan
yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadard
hukumnya masing-masing (Perda)
Yang berwenang menandatangani Surat Panggilangradapnya
adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Panroag.

Dalam hal pimpinan Satuan Pamong Praja adalah @er{iAPNS)

maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh

Pimpinannya selaku penyidik.

Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja bydaryidik
(PPNS), maka Surat Panggilan ditandatangani olehyidik
Pegawai Negeri Sipil Polisi pamong Praja yang diket oleh
pimpinan.

Dan Surat panggilan dilakukan oleh petugas PPN&r sgng
bersangkutan dengan kewajiban dapat memenuhi panggi
tersebut (bahwa kesengajaan tidak memenuhi pangtj#atam

dengan pasal 216 KUHP).
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7) Dalam hal panggilan tidak dipenuhi tanpa alasargysah setelah
dilakukan 2 (dua) kali pemanggilan, maka PPNS dapatinta
bantuan kepada penyidik Polri untuk melakukan pegkapan.
Setelah tindakan penangkapan dilakukan penyidiki Pelgera
melakukan pemeriksaan tentang ketidak hadiran rngksdésanksi
memenuhi panggilan tersebut. Selanjutnya penyidikhadap
pelanggaran Perda di bidang lingkup tugas dan kamgan PPNS
dilakukan oleh PPNS.

8) Dalam hal yang dipanggil berdomisili di luar wildyaPPNS
pemanggilan dilakukan dengan bantuan penyidik Pdlan
pemeriksaan selanjutnya sejauh mungkin dilaksanalen PPNS
yang besangkutan.

9) Surat Panggilan harus sudah diterima oleh yang ndgha
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggalirhgang
ditentukan.

10)Surat Panggilan harus diberi nomor sesuai ketentegistrasi
instansi PPNS yang bersangkutan.

11)Untuk panggilan terhadap tersangka atau saksi VENg yoerada di
Luar Negeri dimintakan bantuan kepada penyidikiPolr

e. Penangkapan
1. Pada prinsipnya Satuan Polisi Pamong Praja tidakilike
kewenangan melakukan penangkapan, kecuali dalam hal

tertangkap tangan.
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2. Dalam hal tertangkap tangan karena pelanggaranaRiad
bukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang berssagk
tetapi terjadi dalam lingkup wilayah kerja dan keargan
Satuan Polisi Pamong Praja, maka kemudian disemahka
kepada Satuan Polisi Pamong Praja diserahkan kedpabis
yang bersangkutan segera melakukan pemeriksaan.

3. Dalam hal PPNS memerlukan bantuan penangkapan dari
penyidik Polri maka surat permintaan bantuan pekexan
ditujukan kepada Kepala Kesatuan Polri setempat Kaaulit
Serse.

f. Penyitaan
Dasar hukum penyitaan adalah undang-undang yang
menjadi dasar hukum PPNS dan tata cara diatur dalaifAP.

1. Surat permintaan kepada Ketua Pengadilan Negetatib
oleh PPNS dan disampaikan langsung kepada ketua
Pengadilan Negeri setempat dengan tembusan kepada
Penyidik Polri.

2. Dalam hal PPNS meminta bantuan Penyidik Polri untuk
melakukan penyitaan, maka PPNS meminta bantuan
penyitaan kepada penyidik Polri.

3. Penandatanganan Surat Perintah Penyitaan diatagaeb

berikut :
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a) Dalam hal atasan anggota Satuan Polisi Pamong Praja
seorang penyidik (PPNS) maka penandatanganan Surat
Perintah dilakukan oleh atasan anggota Polisi PgrRoaja
selaku Penyidik.

b) Dalam hal atasan anggota Polisi Pamong Paraja bukan
penyidik (PPNS) maka penandatanganan Surat Perintah
Penyitaan dilakukan oleh anggota Polisi PamongaPraj
yang PPNS dengan diketahui oleh atasannya.

4. Sehubungan dengan pelaksanaan penyitaan terseblg PP
memberikan tanda penerimaan benda, selain kepautay or
dari mana benda itu disita untuk dijadikan baraakgtibatau

dikembalikan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.

g. Penyelesain/ Penyegelan/Pemeriksaan cepat
1. PPNS wajib melaksanakan adminitrasi penyidikan datiap
perkara yang ditangani.
2. Penandatanganan Surat Pengantar Berkas Perkdwsadgdkan
sebagai berikut :
a) Dalam hal atasan anggota Polisi Pamong Praja sgoran
penyidik (PPNS) maka penandatanganan surat pemganta
berkas perkara dilakukan oleh atasan anggota Polisi

Pamong Praja selaku penyidik.
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b) Dalam hal atasan anggota Polisi Pamong Praja bukan
penyidik (PPNS) maka penandatangan surat pengantar
berkas perkara dilakukan oleh anggota Polisi PanRvag
yang PPNS dengan diketahui atasannya.

. Bagi pelaku tindak pidana Peraturan Daerah (TrantiPPNS

melakukan tindakan pertama berupa pembinaan tgrhada

pelanggaran sesuai dengan bidang dan bentuk kaaterirdan
ketertiban umum yang dilanggar.

. Kemudian PPNS membuat Berita Acara Surat Pernyataan

berupa Surat Perjanjian.

. Dalam surat perjanjian tersebut memuat berupa itdent

siapa/kuasa atau penanggung jawab perjanjian :

a) Obyek tindak pidana yang dilanggar.

b) Waktu dan lamanya perjanjian.

c) Kemudia memuat tanggal dan tandatangan oleh yang
berjan;ji.

. Setelah habis masa perjanjian tersebut akan tefapg

bersangkutan tidak memenuhi janjinya maka PPNS tdapa

memberikan surat teguran | dengan tembusan kepatEnsi
terkait sesuai dengan bidang dan bentuk pelanggaran

Perda(Trantibum).

. Apabila teguran | (pertama) tidak dilaksanakan majangka

waktu 7 x 24 jam maka dapat disusul dengan teguliran
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(kedua) dengan tetap memberikan tembusan kepatinsns

terkait.
Setelah dilakukan teguran 2 (kedua) kali berutawtttmaka PPNS
dapat membuat laporan kepada Kepala Daerah beagmah
khusus :

a) Dasar

b) Fakta

c) Langkah-langkah

d) Tindakan

e) Saran

f) Kesimpulan

g) Penutup

8. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang ada sesuajade

pelanggaran yang dilakukan serta langkah-langkah

penyelesaian yang ditempuh sebelumnya maka dapaildin

tindakan sesuai dengan bidang dan bentuk Perdatiduen)

yang dilanggar. Dengan jalan memberikan saran maka

diperoleh kesimpulan Kepala Daerah dapat memberikan

pertimbangan sebagaimana yang terdapat dalam Perda

diantaranya penyegelan yang diserahkan secara iathasn
kepada instansi terkait sesuai dengan bidang datulb®erda

yang dilanggar dan secara teknis operasi dilakoketm Satuan
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Polisi Pamong Praja dibantu dengan instansi tet&aihya di

dalam hal pelaksanaan penyegelan.

9. Pemeriksaan Tindak Pidana secara-cepatnya :

a) Pemeriksaan tindak pidana cepat dilakukan oleh PPNS
terhadap pelanggaran tindak pidana K-3 atau petangg
Perda yang ancaman hukumannya tidak lebih daigd)(t
bulan penjara.

b) Peradilan tindak pidana cepat dilakukan PPNS dejadam
mendatangkan Hakim dan Jaksa ke Satuan Polisi Ramon
Praja untuk dilaksanakan sidang ditempat.

c) Adapun terlaksananya peradilan cepat tersebutbiberle
dahulu dilakukan koordinasi dengan aparat terkait
diantaranyaq aparat penegak hukum seperti Polikjnija
dan Jaksa.

10. Pengawasan dan Pengendalian

a) Dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Satuan Pol
Pamong Praja wajib mensosialisasikan dan memberikan
bimbingan teknis secara intensif kepada masyaragat
masyarakat tidak melanggar Peraturan Daerah dan
Kebijakan Kepala Daerah.

b) Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong

Praja adalah bahwa Peraturan Daerah dan PeratealaK



c)

d)
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Daerah betul-betul dapat dilaksanakan dan dipabigt
masyarakat maupun aparat pelaksana.

Tanggung jawab PPNS di suatu instansi secara lsrark
terkait terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Pengawasan yang dilakukan oleh instansi masingagpasi
juga dapat dilakukan oleh PPNS agar tidak terjadi
penyimpangan-penyimpangan oleh aparat pelaksana.
Pengawasan dapat dilakukan oleh Polisi Pamong Praja
terhadap orang/oknum atau masyarakat yang diduga
melakukan tindakan melanggar Peraturan Daerah,adeng
melakukan penelitian secara cermat dan bila hasiltian
tersebut ternyata orang/oknum, masyarakat benarben
melanggar Peraturan Daerah, dapat dilakukan pentangg
teguran dan peringatan.

Pengendalian lebih lanjut dapat dilakukan berdasabutir

e, dan apabila pelanggaran Peraturan Daerah benar-b
telah dilakukan serta dianggap berdampak negatiapat
dilakukan penangkapan oleh polri terhadap si pglandan
selanjutnya dapat diproses sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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Landasan Teori
Teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataag gafing
berkaitan dan berkenaan dengan hukudgmtuk membantu penulis dalam
menganalisa dan menjawab permasalahan yang dik&amukakan
didasari dengan teori yang relevan. Menurut Soerfpmekanto, efektifitas
adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mpa&indajuannya.
Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampakum yang positif,
pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam mménli ataupun
merubah perilaku manusia sehingga menjadi perimtkuwnm®. Penentuan
efektif atau tidak kinerja hukum tertulis terletplada aparat penegak
hukum.
Faktor- faktor yang mempengaruhi penegak hukum:
1. Faktor hukumnya sendiri dalam hal ini terbatas pattalang-
undang.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentaupun
menerapkan.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung peaedakkum.
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukursetaut berlaku

atau diterapkan,

® J.J.H.BurugginkRefleksi Tentang Huky999, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
% Soerjono, Soekanté&fektifitas Hukum dan Penerapan Sank$i88, CV.Ramadjan Karya,
Bandung.
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5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil cipta dara rgang
didasarkan pada karsa manusia dalam perggulan

' Soerjono, Soekanto, 2008aktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hykRaja Grafindo

Persada, Jakarta.

p1-e-qn-A1031s0daJ VAVIIMYYS (@&,
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum Esyang merupakan
suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaatanyang terjadi di dalam
praktek penerapan hukum di masyarakat dan mengent@hdakan institusi

hukum untuk mengatasi adanya kepastian hdkum

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodedekatan Yuridis
Sosiologis, dimana implementasi dari seperangkaatpean yang berlaku
(Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4nTafBdi0) sebagai
fokus kajian untuk kemudian dikaitkan dengan kemyatyang terjadi di
masyarakat terkait dengan masalah penggunaan iaran digunakan oleh
pedagang kaki lima untuk berjualan yang tidak seder@gan peraturan daerah
yang berlaku. Dalam mengumpulkan data diperlukatodeeyang sesuai dan
yang tepat dengan tujuan dari pada pembahasamggahiebih mudah dalam
memperoleh atau mengumpulkan data yang diperlukarena dalam metode
ini yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk getahui, menganalisa dan
menemukan upaya oleh pemerintah Kabupaten Karamgdskm penertiban

pedagang kaki lima (PKL) dikawasan wisata berdasapasal 13 Peraturan

12 Suryokumoro ,Herman,208doman penulisarrakultas Hukum Universitas
Brawijaya,Malang
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daerah Nomor 4 tahun 2010 tentang Ketertiban Umara ssolusi untuk

mengatasinya.

C. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian merupakan tempat atau letak damaebenarnya
peneliti melakukan penelitian. Penelitian ini dilen di Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem, karepal3P merupakan
lembaga yang mempunyai wewenang dalam penindakanpuna
penyelesaian terhadap pelanggaran peraturan daekahupaten
Karangasem ini dipilih karena kabupaten ini memililanyak tempat
wisata yang banyak di kunjungi oleh wisatawan lzaikg maupun lokal.
Adapun presentase pelanggaran pedagang kaki lirhadegp Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umdate 68%°.
B. Jenis dan sumber data
1. Jenis data
a. Data Primer
Data primer yaitu data dan informasi yang diperciédu
yang diterima dari hasil penelitian atau narasumdengan
melakukan studi di lapangan. Adapun data primerdiperoleh
dengan melakukan penelitian di Kantor Satuan Pd&ismong
Praja Kabupaten Karangasem. Dengan melakukan wawanc

kepada Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Prajaadep

13 Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Satuan FRéisiong Praja Kabupaten Karangasem,
tangal 20 Desember 2011.
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penertiban pedagang kaki lima di kawasan wisatauaien
karangasem.
c. Data Sekunder
Data sekunder adalah data tambahan untuk melend&tgpi
pokok yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaalipuni:
literatur, penelusuran internet atau studi dokuamnt berkas-
berkas penting dari instansi yang diteliti sertangbesuran
peraturan perundang undangan dari berbagai sumbag y
berkaitan dengan upaya Kabupaten Karangasen dadaertfiban
pedagang kaki lima dikawasan wisata.
2. Sumber data
a. Data Primer
Sumber data primer dari penelitian ini diperolemgin
melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Satuarisi Pol
Pamong Praja Kabupaten Karangasem yang menangaya up
penertiban pedagang kaki lima di kawasan wisat&athupaten
karangasem.
b. Data Sekunder
Sumber data sekunder dalam penelitian ini dipdrialari
Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya Malang, situs-situs interriéeratur pustaka
Instansi dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja uigaten

Karangasem.
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C. Teknik Pengumpulan data
1. Data primer
a. Interview (wawancara)

Suatu metode pengumpulan data dengan cara mengadaka
wawancara atau dialog secara langsung, serta neendiata-data
tertulis kepada instansi Satuan Polisi Pamong Piggdoupaten
Karangasem.

2. Data sekunder
Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengeatakukan
studi kepustakaan yaitu mengumpulkan buku, artikedkalah, internet
dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mengnjaenelitiaan dan

berhubungan dengan obyek penelitian.

F. Populasi, sampel dan responden
a. Populasi
Populasi adalah seluruh objek atau seluruh indithu seluruh
gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yakgn diteliti dan
mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang safnaPopulasi dalam
penelitian skripsi ini adalah masyarakat Karangagemasyarakat di
sekitar tempat wisata Candidasa, pelaku usahaSdaran Polisi Pamong

Praja Kabupaten Karangasem)

" Aswar, Saifudin, 2008)etode PenelitiajPustaka Pelajar. Jakarta. him.41
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b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian daulgss. Pada
skripsi ini sampel penelitian yaitu Kepala Kantati@&n Polisi Pamong
Praja Kabupaten Karangasem, Kasi Kantor SatuarsiFeéimong Praja

Kabupaten Karangasem, pelaku usaha, dan masyaekitatr.

c. Responden Penelitian
Responden penelitian ini adalah responden pemebtiau tokoh

yang di wawancarai terkait dengan judul penelitiam berhubungan
dengan upaya pemerintah Kabupaten Karangasem dadaertiban
pedagang kaki lima di kawasan wisata Candidasaabarklan Pasal 13
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Ta&i®
Tentang Ketertiban Umum, yaitu

1. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupg&éeangasem.

2. Kepala Bagian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

3. Masyarakat sekitar kawasan wisata Candidasa bejufrd} Orang.

4. Pedagang Kaki Lima di kawasan wisata Candidasadijo
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G.Analisis Data
Setelah data dipergunakan dalam penusunan skmpsielah
tersedia dengan cukup, maka data tersebut akannalisa dengan
menggunakan metode deskriftif analisis yaitu dengemaparkan data-
data yang diperoleh peneliti secara sisistemaisudian dianalisa untuk

memperoleh suatu kesimpulan.

H. Definisi Operasional Variabel

a. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan ip&hemwleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Da@&RD)
menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuyarderinsip
otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsipafdegesatuan
republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Wpdadang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

b. Pedagang kaki lima adalah pedagang yang melakuksathau
perdagangan non formal dengan menggunakan laHawkgerdan atau
tertutup, sebagai tempat kegiatan usahanya baijatlermenggunakan
peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuaiuwgng telah
ditentukan.

c. Ketertiban umum adalah diartikan sebagai ketertitb@sejahteraan,

dan keamanan, atau disamakan dengan ketertibam.umu
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bertugas dalam memelihara dan menyelenggarakanti@tean dan

d. Satuan polisi pamong praja adalah perangkat petakrolaerah yang
ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah.

p1-e-qn-A1031s0daJ VAVIIMYYS (@&,

SVLISYIAINDN



37

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Gambaran Umum Kabupaten Karangasem
Karangasem merupakan kabupaten yang terletak diguju
paling timur Pulau Bali. Secara astronomis, kabempani berada
pada posisi 8000 '00 — 8041 '37,8 Lintang Selatan 115035'9,8
— 115054 ’8,9 Bujur Timur yang membuatnya berikltnopis
layaknya wilayah lain di Provinsi Bali Adapun batas wilayah
Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut :
a. Sebelah utara berbatasan dengan laut Bali;
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia
c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Klungkung
Bangli, dan Buleleng;

d. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Lombok.

Kabupaten yang sebagian besar wilayahnya merupidtanan
tinggi ini memiliki luas wilayah 839,54 khdan menempati posisi
sebagai kabupaten terluas ketiga di Provinsi Bdklah Buleleng
dan Jembrana. Kabupaten ini terdiri dari 8 kecamaiakni
Rendang, Sidemen, Manggis, Karangasem, Abang, Beban

Selat, dan Kubu.

' Data karangasem dalam angka/ karangasem in figOrk
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Secara topografi, 43,5 persen wilayah di kabupatiememiliki
ketinggian lebih dari 500 m di atas permukaan |8etain itu, 74
persen wilayahnya memiliki tekstur tanah yang sgda@6 persen

sisanya memiliki tekstur yang kasar.

Selama tahun 2010, jumlah curah hujan tertinggader
pada Bulan Januari dengan rata-rata 407,7 mm dafaljuhari
hujan selama 15 hari. Sementara jumlah curah htgeendah
terjadi pada bulan Juni dengan rata-rata 29,4 mm rdta-rata

jumlah hari hujan selama 7 hari.

Tabel 1

LUAS WILAYAH KABUPATEN KARANGASEM

No. Kecamatan Luas (Km?)
1. Rendang 109,7
2. Sidemen 35,15
3. Manggis 69,83
4. Karangasem 94,23
5. Abang 134,05
6. Bebandem 81,51
7. Selat 80,35
8. Kubu 239,72
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Total 746,17

Sumber : Data Sekunder, 2010, Tidak Diolah
Kabupaten karangasem memiliki 8 kecamatan yaitu:
kecamatan rendang dengan luas wilayah 109,7 kntankatan
sidemen dengan luas wilayah 35,15 km?, kecamatanggm
dengan luas wilayah 69,83 kmz2, kecamatan karangakargan
luas wilayah 94,23 km?2, kecamatan abang dengan Wilayah
134,05 km?, kecamatan bebandem dengan luas wiBl&i kmz,
kecamatan selat dengan luas wilayah 80,35 km? kéaamatan
kubu dengan luas wilayah 239,72 km?. Dari datetersdapat kita
lihat bahwa Kecamatan Kubu merupakan kecamatag t@tuas
di Kabupaten karangasem. Secara keseluruhan ludsyatvi
kabupaten karangasem mencapai 746,17 Km2. Dengas |
wilayah yang cukup besar itu menjadikan kabupatensebagai

salah satu pusat pariwisata, perdagangan dan petirzsh.

1.1. Letak Wilayah
Kabupaten Karangasem terletak pada: 8000 00 41 80
‘37,8 Lintang Selatan / South Latitude, 115035'9,815054 '8,9

Bujur Timur / East Longitude.
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1.2.Sosial
Banyak aspek yang mencerminkan kehidupan sosial

masyarakat Kabupaten Karangasem. Secara garis, lsesaek-
aspek tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, ikalitas,
kehidupan beragama, serta aspek sosial lainnya.
Pendidikan erat kaitannya dengan peningkatan ksalBumber
Daya Manusia (SDM). Pembangunan di sektor pendidgendiri
meliputi penyediaan fasilitas pendidikan berupaugedsekolah,
tenaga pengajar, kelengkapan literatur, serta aapenunjang
lainnya yang ditekankan pada Pendidikan Dasar @if.ah
Dalam hal penyediaan gedung sekolah, pada tahurD, 201
pemerintah menambah 1 unit gedung Sekolah Dasgrr{teDjadi
367 unit. Sedangkan pada tingkat SLTP Umum, tidekadi
perubahan jumlah gedung sekolah dari tahun 200§ghirtahun
ini. Sedangkan pada tingkat SLTA Umum dan SMK aml
gedung sekolah relatif tidak mengalami perubahdmardlingkan
tahun sebelumnya.
Hal yang menarik bahwa jumlah tenaga pengajar/gada setiap
tingkatpendidikan mulai dari SD hingga SMK cendegrumenurun
dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, junmalrid justru
meningkat. Hal ini berarti beban seorang guru nwrgbih berat
terutama pada tingkat SLTP hingga SMK. Secararedtg-tahun

2009, seorang guru pada tingkat SLTP mengajar 18dnyang
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kemudian meningkat menjadi 14 murid pada tahun 28Egitu
pula pada tingkat SLTA, beban guru meningkat danm@rid
menjadi 10 murid pada tahun 2010. Peningkatan sarbeerjadi
pada tingkat SMK yang tadinya setiap guru mengafamurid,
tahun 2010 meningkat menjadi 13 murid.

Dilihat dari output yang dihasilkan, tingkat penkah penduduk
di Kabupaten Karangasem tampaknya masih rendah. iial
terlihat dari sebagian besar penduduk berumur hQnt&ke atas
yang baru bisa menamatkan pendidikan pada tingkat
SD/MI/Sederajat.

Sementara itu, dari sisi ketersediaan fasilitahatsn, selama
tahun 2007-2010 di kabupaten ini hanya terdapatidh lrumah
sakit, yaitu RSUD Kabupaten Karangasem. Meskipumlgt ini
tidak mengalami perubahan, namun telah diupayakan
meningkatkan kapasitas tempat tidur dari 75 unilap@hun 2007
menjadi 120 unit di tahun 2010. Selain itu, jumlénaga
pelayanan kesehatan pun terus di tingkatkan da®¥lorang pada
tahun 2009 menjadi 1.013 pada tahun 2010. Peniagkati
terutama pada tenaga yang berstatus Dokter (PNS).

Adapun penyakit yang paling banyak diderita padsigmarawat
inap di RSUD Karangasem adalah Demam Berdarah, pasian
rawat jalan adalah Febris, sedangkan yang menyahdt#matian

terbanyak adalah Gagal Nafas.
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Dari delapan kecamatan yang terdapat di kabupaten i
Karangasem merupakan kecamatan dengan Angka Kentzdia
dan Angka Kematian Ibu yang paling tinggi. Di Puskas
Karangasem |, terdapat sekitar 12 bayi yang meaindgri 1000
Kelahiran Hidup (KH). Sedangkan di Puskesmas tdpat sekitar
17 bayi yang meninggal untuk setiap 1000 KH dan 18
meninggal dalam setiap 100.000 KH.

Tingkat kriminalitas pada tahun ini cenderung manur
dibandingkan tahun sebelumnya. Jika tahun 200%petd339
perkara kejahatan/pelanggaran yang dilaporkan, ntahuoi

jumlahnya menurun menjadi 323 kasus yang terdnii 28 kasus
pencurian berat, 43 kasus pencurian biasa, 7 kenggelapan, 12
kasus penipuan, 10 kasus penganiayaan berat, 2L% kajahatan

lainnya, dan 12 kasus kebakaran.

Dalam kehidupan beragama, sebagian besar pendualikpkten
Karangasem (95,72 persen) menganut agama Hind2.p&&en
menganut agama Islam, sedangkan 0,26 persen sis@Ttyganut

agama lainnya.

Infrastruktur kesejahteraan sosial lainnya di kathen ini berupa
Karang Taruna sebanyak 78 buah, 4 buah Panti AsdfYabhuah
organisasi sosial lainnya, 390 orang pekerja soszsyarakat, dan

2.504 orang berusia lanjut usia.
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Topografi wilayah yang sebagian besar berupa datdireggi
menyebabkan bencana tanah longsor paling seringditedi
kabupaten ini. Selama tahun 2010, tercatat 33 Kasnisana tanah
longsor. Jumlah ini meningkat 17 kasus dibandingkahun

sebelumnya yang hanya 16 kasus tanah longsor.

1.3. Pertanian

Hingga saat ini pertanian masih menjadi sektor atam
pendukung perekonomian Karangasem. Hal ini ditueguokoleh
besarnya sumbangan yang diberikan sektor ini taghdroduk
Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Karangasamg
paling besar dibandingkan sektor lainnya.
Peranan sektor ini tidak terlepas dari upaya Kataupa
Karangasem untuk mempertahankan penggunaan lahsaddya
untuk usaha pertanian. Luas lahan sawah tidak n@mga
perubahan selama 2009-2010, yakni seluas 7.14Q.d#es lahan
untuk perkebunan juga tidak mengalami perubahag pararti.
Hal tersebut berdampak positif pada produksi tamapangan dan
perkebunan di kabupaten ini. Selama 2006-2010, uykddpadi
selalu berkisar pada angka 65 ribu ton. Begitu paladuksi
jagung yang mampu dipertahankan pada kisaran 20 tob.
Meskipun demikian, yang perlu menjadi perhatian lada
terjadinya penurunan cukup drastis pada komoditagkayu. Jika

selama 2006-2009, produksi ubi kayu tidak pernaharg dari 100
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ribu ton, maka pada tahun 2010, jumlahnya hanyasseb/1 ribu
ton. Penurunan produksi ubi kayu ini bisa dipengaraleh
berbagai hal seperti kesuburan tanah yang berkunaggyakit
tanaman, dan sebagainya. Oleh karena itu, perlws ter
dikembangkan metode bertani yang lebih baik lagi.

Untuk komoditas buah-buahan, sama seperti tahualsehya,
salak masih merupakan komoditas utama yang dilaasil®alak
ini sendiri banyak dihasilkan di Kecamatan Bebandian Selat.
Produksinya pada tahun 2010 mencapai 29.193,3Kmmoditas
buah lainnya yang banyak dihasilkan adalah pisingioditas ini
banyak terdapat di Kecamatan Manggis dengan produiksa
tahun 2010 mencapai 35.757,7 ton.

Komoditas perkebunan yang utama adalah kelapa dengdah
produksi mencapai 14.735 ton dan luas areal penreiya
mencapai 17.375,5 Ha. Komoditas perkebunan laigapg cukup
menonjol adalah jambu mete dengan jumlah produlesicapai
3.135,79 ton luas perkebunan 9.154 Ha.

Untuk kawasan hutan sendiri, hampir seluruh wilayaitan di
kabupaten ini berupa hutan lindung, yang luasnyancayeai
14.056,43 Ha. Sedangkan hutan produksi hanya tarddp
Kecamatan Kubu dengan luas 204 Ha.

Sedangkan untuk subsektor peternakan, jenis telbealr yang

banyak diusahakan di Karangasem adalah ternak dzapibabi.
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Pada tahun 2010, jumlah sapi di kabupaten ini nEnck49.268
ekor dan jumlah babi mencapai 164.840 ekor. Sedangituk
ternak unggas, jenis ternak yang paling banyakahdayam ras
sebanyak 1.242.303 ekor dimana 48 persen di antran
merupakan ayam petelor. Sedangkan sisanya dimkafaatbagai
ayam pedaging.
Karena separuh kecamatan di wilayah Kabupaten I§asem
dibatasi oleh laut, maka perikanan, khususnya aeak laut turut
menopang perekonomian Karangasem. Besarnya produksi
perikanan laut pada tahun 2010 mencapai 16.879/A8léngan
nilai Rp 135,8 Milyar. Adapun komoditas perikanaang banyak
dihasilkan adalah ikan tongkol dengan produksi rapacl14.546,6
ton.
1.4.Industri

Meskipun industri bukanlah sektor unggulan di Kadiep
Karangasem, namun peranannya terhadap perekontidaéirbisa
diabaikan. Terbukti, selama 2009-2010, sektor ir@ntberikan
sumbangan sebesar 6-7 persen terhadap Produk DloRegtonal
Bruto (PDRB) Kabupaten Karangasem.
Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dapat disesaftor
industri dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongaaituyindustri
kerajinan rumah tangga dengan jumlah tenaga kedaoflang,

industri kecil dengan jumlah tenaga kerja 5-19 gramdustri
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sedang dengan jumlah tenaga kerja 20-99 orangndastri besar
dengan jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih.

Data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabnp
Karangasem menunjukkan bahwa dari 26.170 tenaga keda
sektor industri, sebanyak 99,88 persen bekerja patisstri kecil.
Pada golongan industri ini, sebagian besar (438&en) unit
usahanya berupa industri anyaman yang mampu mengeta8
orang tenaga kerja.

Seiring meningkatnya jumlah penduduk, maka besarnya
pemakaian listrik dan air bersih pun meningkat. aDB{T.PLN
(Persero) Ranting Karangasem menunjukkan bahwa ajuml
pelanggan tahun 2010 meningkat 3,51 persen dibgkaimtahun
sebelumnya. Sedangkan besarnya pemakaian listrikgateami
peningkatan yang lebih besar, yaitu 7,57 perseh.sklapa juga
terjadi pada pemakaian air minum. Jumlah pelangg®AM
Kabupaten Karangasem meningkat sebesar 6,39 psegangkan
banyak pemakaian air minum meningkat 3,75 persen
dibandingkan tahun sebelumnya. Namun masih terd2palesa

yang belum mampu dilayani oleh jaringan PDAM.
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1.5.Perdagangan

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah izithausa
yang dikeluarkan instansi pemerintah melalui DiRasindustrian
dan Perdagangan Kota/Wilayah sesuai domisili pbaga SIUP
digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha dibidang
perdagangan barang/jasa di Indonesia sesuai defigaifikasi

Lapangan Usaha Indonesia (KLUI).

Peraturan Menteri Perdagangan Rl No.36/M-DAG/PER37
mengklasifikasikan SIUP berdasarkan besarnya jurk&iayaan
bersih yang dimiliki suatu perusahaan. Adapun filkasinya

adalah sebagai berikut :

1. SIUP kecil untuk perusahaan dengan kekayaan bkusdng
dari Rp 200 Juta;

2. SIUP menengah untuk perusahaan dengan kekayaaiin ber
antara Rp 200-500 Juta;

3. SIUP besar untuk perusahaan dengan kekayaan lahitird

500 Juta.

Namun sejak berlakunya Peraturan Menteri Perdagarigh
No0.46/M-DAG/PER/9/2009 yang berlaku efektif sejauli 2010,
maka terjadi perubahan pengklasifikasian SIUP nuergabagai

berikut :
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1. SIUP kecil untuk perusahaan dengan kekayaan Hetsthdari
Rp 50 Juta sampai dengan maksimum Rp 500 Juts tida
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

2. SIUP menengah untuk perusahaan dengan kekayaaim bers
lebih dari Rp 500 Juta sampai dengan maksimum Rp 10
Milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempattais

3. SIUP besar untuk perusahaan dengan kekayaan Hbebsih
dari Rp 10 Milyar, tidak termasuk tanah dan banguiesnpat

usaha.

Adanya perubahan pengklasifikasian ini menyebalgeansahaan
yang semula memiliki SIUP menengah, ketika melakuka

perpanjangan, SIUP-nya berubah menjadi SIUP kecil.

Untuk Kabupaten Karangasem sendiri, pada tahun,2010
banyaknya SIUP yang dikeluarkan untuk golongan aidegtil,
menengah, dan sedang berturut-turut adalah 587ak83 buah.
Sedangkan jika ditinjau dari bentuk usaha yang ltkmmaka
sebagian besar SIUP diterbitkan untuk perusahaaorgrgan,

yakni sebanyak 480 buah.

1.6.Perhubungan
Perhubungan merupakan sektor yang penting dalam
menunjang perekonomian suatu daerah. Perkembangiaor s

perekonomian lainnya, seperti pertanian, indugigrdagangan,
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pariwisata, jasa maupun sektor lainnya di suatayath terkait erat
dengan ketersediaan dan kondisi sarana perhubutigariayah
tersebut. Adapun sarana perhubungan ini meliputiansa
transportasi dan komunikasi.

Sarana transportasi terdiri dari ketersediaan dewdliki jalan, serta
ketersediaan alat angkut yang mencakup angkutaat, daut dan
udara. Sedangkan media komunikasi sendiri saamamngalami
perkembangan yang sangat pesat sehingga banyakurimrian
telepon seluler hingga jaringan internet. Namun gaan
disayangkan, perkembangan ketersediaan data mengmtha
komunikasi ini tidak secepat perkembangan mediasgadiri
sehingga data terkait media komunikasi ini magibaias.

Data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem
menunjukkan bahwa sebagian besar jalan, baik bejalaa
kabupaten, provinsi, maupun jalan negara beradand&ondisi
baik dengan permukaan yang sudah diaspal. Sedan2&29
persen dari panjang jalan yang tersedia beradandedadisi rusak
dan rusak berat.

Untuk jenis angkutan darat bermotor yang digunakseperti
wilayah lainnya di Provinsi Bali, masih didominaseh sepeda
motor. Dari total 75.586 kendaraan bermotor daaktidermotor di

Kabupaten Karangasem, 67.734 unit di antaranyapbesepeda
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motor, baik digunakan sebagai kendaraan dinas mmaspbagai
kendaraan umum.

Meskipun jumlah kendaraan bermotor dan tidak besmpiada
tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 2,57 persen
dibandingkan tahun sebelumnya, namun banyaknyaldte@n

lalu lintas justru meningkat 35,85 persen menjad# kasus.
Kecelakaan lalu lintas ini menyebabkan sebagiaardesban jiwa
mengalami luka ringan dengan kerugian material regdla Rp
367,6 Juta.

Untuk lalu lintas angkutan laut, Dinas Perhubungan
Kabupaten Karangasem mencatat jumlah kunjunganl kaypiadi
Pelabuhan Padangbai tahun 2010 sebanyak 16.45%nigamy.
Adapun jumlah penumpang datang melalui pelabuhabark dari
Pelabuhan Lembar maupun Nusa Penida berjumlah 896:/@ng.
Sementara volume bongka dan muat barang di Pelabuha
Padangbai masing-masing sebesar 662.761 ton dareg5on.
Sementara itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pé&dbn
Karangasem mencatat bahwa ,sepanjang tahun 20hanysd
354.473 wisatawan yang 75 persen di antaranya rakanp
wisatawan asing. Jumlah ini meningkat dibandingtemun 2009
dimana hanya terdapat 293.277 wisatawan yang niaaku
kunjungan ke Kabupaten Karangasem. Di kabupatersandiri

terdapat 15 buah objek wisata yang bisa dikunjufigiana 4
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diantaranya merupakan objek wisata alam, 6 diamyara
merupakan objek wisata budaya, 1 berupa objek avisajro,
sisanya berupa wisata tirta.

Dalam bidang komunikasi sendiri, PT. POS Indon&shupaten
Karangasem mencatat bahwa sepanjang 2009-201pat@auah
bangunan fasilitas fisik berupa kantor pos di kabep ini.
Sedangkan data PT. (Persero) Telkom Cabang Karamgas
mencatat bahwa selama 2009-2010 tidak terjadi péarbjumlah
pelanggan telepon, baik berupa perusahaan, rumghaatelepon

umum koin, maupun telepon umum kartu.

Tabel 2

Kabupaten Karangasem Menurut Wilayah Administrasi

No. | Wilayah administrasi Jumlah/total
1. Kecamatan 8

2. Desa 75

3. Kelurahan 3

4. Penduduk 434.475

Sumber : data sekunder 2010. Tidak diolah

Berdasarkan  wilayah  administrasinya, kabupaten
karangasem memiliki pembagian wilayah administdiesntaranya
memiliki 8 kecamatan, 75 desa, 3 kelurahan dan 4434.

penduduk.
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B. Sejarah Singkat Kabupaten Karangasem

Sebelum tahun 1908 Kabupaten Karangasem merupaikayakv
kerajaan di bawah kekuasaan raja-raja. Tercatat yapg terakhir
sampai tahun 1908 adalah Ida Anak Agung Gde Dj&laydng
membawahi 21 Punggawa, yaitu Karangasem, Seraygugu Ababi,
Abang, Culik, Kubu, Tianyar, Pesedahan, Manggistigan Ulakan,
Bebandem, Sibetan, Pesangkan, Selat, Muncan, Rgné@ssakih,
Sidemen dan Talibeng.

Setelah Belanda menguasai Karangasem, terhitung tanggai 1
Januari 1909 dengan Keputusan Gubernur DjendratlidiBelanda
tertanggal 28 Desember 1908 No. 22, Kerajaan Kasarg
dihapuskan dan dirubah menjadi Gauverments LanskKhagngasem
di bawah Pimpinan | Gusti Gde Djelantik (Anak artgRaja Ida Anak
Agung Gde Djelantik) yang memakai gelar Stedehaudemlah
kepunggawaan pada saat itu diciutkan dari 21 meridd yaitu
Karangasem, Bugbug, Ababi, Abang, Kubu, Manggis,tiga
Bebandem, Sibetan, Pesangkan, Pesangkan SelataiMuRendang
dan Sidemen.

Dengan Keputusan Gubernur Hindia Belanda tertanggal
Desember 1921 No. 27 Stbl No. 756 tahun 1921 terbitmulai
tanggal 1 Januari 1922, Gouvernements Lanschap ngasam

dihapuskan, dirubah menjadi daerah otonomi, largsdn bawah
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Pemerintahan Hindia Belanda, terbentuklah KaramgaRaad yang
diketuai oleh Regent | Gusti Agung Bagus Djelantlang umum
dikenal sebagai Ida Anak Agung Bagus Djelantik,apgian sebagai
Sekretaris dijabat oleh Controleur Karangasem.

Sebagai Regent Ida Anak Agung Bagus Dijelantik masih
mempergunakan gelar Stedehouder. Jumlah Punggawag ya
sebelumnya berjumlah 14 buah dikurangi lagi selanggenjadi 8
buah, yaitu : Rendang, Selat, Sidemen, Bebandemngdis,
Karangasem, Abang, Kubu. Dengan Keputusan Gubdppemdral
Hindia Belanda tertanggal 4 September 1928 Noldrdggtedehouder
diganti dengan gelar lda Anak Agung Agung Anglur&etut
Karangasem.

Dengan Keputusan Gubernur Djendral Hindia Belamuitanggal
30 Juni 1938 No. 1 terhitung mulai tanggal 1 JABA beliau diangkat
menjadi Zelfbesteur Karangasem (terbentuknya syapriaersamaan
dengan terbentuknya Zelfbesteur Karangasem, tedhitoulai tanggal
1 Juli 1938 terbentuk pulalah Zelfbesteur - Zelfbasdi seluruh Bali,
yaitu Klungkung, Bangli, Gianyar, Badung, Tabandembrana dan
Buleleng, dimana swapraja-swapraja (Zelfbesteusetmt tergabung
menjadi federasi dalam bentuk Paruman Agung.

Pada atahun 1942 Jepang masuk ke Bali, ParumangAdjubah
menjadi Sutyo Renmei. Pada tahun 1946 setelah Jemamyerah,

Bali menjadi bagian dari Pemerintah Negara Ind@ndsmur dan
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Swapraja di Bali diubah menjadi Dewan Raja-Raja gden
berkedudukan di Denpasar dan diketuai oleh sedraim

Pada bulan Oktober 1950, Swapraja Karangasem hiakoBewan
Pemerintahan Karangasem yang diketuai oleh ketuavabe
Pemerintahan Harian yang dijabat oleh Kepala SvyagRaja) serta
dibantu oleh para anggota Majelis Pemerintah HarRada tahun
1951, istilah Anggota Majelis Pemerintah Harian atiy menjadi
Anggota Dewan Pemerintah Karangasem. BerdasarkanNoU69
tahun 1958 terhitung mulai tanggal 1 Desember 1858rah-daerah

swapraja diubah menjadi Daerah Tingkat Il Karangase

Adapun visi dan misi kabupaten karangasm adalah:

Mewujudkan Karangasem Jagaditha Ya Ca Iti Dharma"

Pengertian dari Visi dan Misi tersebut adalah :

1. Jagadhita artinya kondisi masyarakat yang bepstl keadaan
ekonomi yang sejahtera dengan ukuran menurut telagn

ilmiah, yang selama ini dijadikan indikator olehmerintah;

2. Ya Ca Iti Dharma artinya bahwa dasar filosofnyadijadikan
kerangka di dalam berinteraksi sosial adalah mnilai- kebenaran

universal yang menurut terminologi Agama dan Hulkwositif.
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Misi Kabupaten Karangasem

1. Menyelenggarakan tugas - tugas umum pemerirgag sneliputi :
optimalisasi pelayanan, pendayagunaan aparatugdagagunaan
organisasi dan sistem, fasilitas antar stake hpldemokratisasi
dan pelaksanaan peraturan perundangan negara diaigkop

wilayah Kabupaten Karangsem.

2. Menyelenggarakan Pembangunan yang meliputi dgy@gunaan

potensi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan elar@rptaan

pembangunan dalam segala bidang, menjaga kel@staria

lingkungan baik lingkungan fisik maupun non fisik.

3. Menyelenggarakan pembangungan di bidang sosial

kemasyarakatan yang meliputi: pengentasan kemiskina
kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan ralayar
menjalin kemitraan strategis dengan stake holdeenjaga
keamanan dan ketertiban sosial, pelestarian nikidoudaya Bali

dan Agama khusunya Agama Hindu.

2. Gambaran Umum Wisata Candidasa.

Pantai Candidasa terletak di daerah berbukit, chpsag
jalan utama antara kota Semarapura (Klungkung) ateng
Amlapura (Karangasem). Tepatnya di desa Samuh-Bygbu
Kecamatan Karangasem. Sekitar 65 km dari Denpasarld km

dari Amlapura atau 1,5 jam dari Bandara Internadidigurah Rai
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Bali. Pusat obyek wisata Candidasa adalah kolarg gakup luas,
dan dari tempat itu kita bisa menikmati pemandarigeah Selat
Lombok. Pantai Candidasa sendiri merupakan paetagan pasir
putih dan memiliki keindahan pemandangan laut. @Arasa
snorkeling atau diving disini, dan menyewa perahotuk
mengunjungi pulau-pulau kecil yang ada di laut Gadash.
Sekarang Candidasa adalah salah satu tempat wesaga
terkenal di bagian timur Bali. Di tempat ini, kiiapat menemukan
banyak hotel, villa, resor dan akomodasi lainnyaagyaelah
dibangun untuk mengakomodasi pengunjung untuk Ingwkg dan
menikmati liburan di daerah ini yang indah. Restadlan art shop
menjual cinderamata juga banyak bertebaran di gEpgrjalan
utama Candidasa, dari sini kita dengan mudah memgginobyek
wisata lainnya seperti Desa Tenganan, Goa Lawalgmhen,

Taman Ujung dan Tirtagangga.

3. Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima
3.1. Sejarah Pedagang Kaki Lima
Dahulu penjajah Belanda membuat peraturan bahvapset
jalan raya yang dibangun harus menyediakan saraihak u
pejalan kaki. Sarana untuk pejalan kaki itu diseipotoar®.

Lebar trotoar untuk pejalan kaki adalah lima kakaki: satuan

' Trotoar adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih timfiganding jalan tempat orang berjalan
kaki.
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ukuran panjang yang digunakan mayoritas Bangsaalkraau
sekitar satu setengah méfer Kemudian, saat Indonesia
merdeka, trotoar untuk pejalan kaki itu dimanfaathéeh para
pedagang untuk berjualan. Selain trotoar, empes&a juga
dijadikan tempat berjualan. Waktu itu disebut peohag

emperan, lama-lama disebut menjadi pedagang ka&i i

3.2. Istilah Pedagang Kaki Lima

Asal usul istilah pedagang kaki lima (PKL) sebegarn
masih simpang siur dan banyak versi. Jika berpatgiada
trotoar lima kaki (1,5 meter) yang dibuat oleh Bela, lalu
bagaimana dengan pedagang yang menggunakan getatnak
pikulan? Padahal mereka juga termasuk pedagang likadi
(PKL). Memang ada beberapa asal usul penyebut#@ahist
pedagang kaki lima, salah satunya dari trotoarasuBelanda
yang luasnya 1,5 meter ( lima kaki ), seperti ydisgbutkan
diatas. Menurut seorang tokoh Indonesigrigrnama William
Liddle, aturan trotoar lima kaki justru berasal idaehasa
Inggris, five foot ( lima kaki)®. Bapak Liddle mempercayai
bahwa yang membuat aturan tentang pembangunamrtrdio
Indonesia bukanlah Belanda, tetapi Inggris. Inggnismang

pernah mengambil alih kekuasaan atas IndonesidBstanda.

Y Permadi, Gilang, 200@edagang kaki lim& udhistira.Jakarta.
'8 |ndonesianisadalah orang asing yang ahli tentang indonesia.
' bid him 3.
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Yang membuat trotoar di Indonesia dalah Gubernadraé
asal Inggris, Sir Stamford Raffles.

Sementara menurut sumber lain, istilah pedaganilikaé
adalah untuk menyebut pedagang yang menggunakabaier
beroda. Jika roda gerobak ditambahkan dengan kalagang,
maka akan berjumlah lima maka dari itu disebutladggang
kaki lima. Lalu jika kita membuka Kamus Besar Bahas
Indonesia yang disusun oleh WJS Poerwadarminta6j197
makna istilah pedagang kaki lima itu mempunyai damtai
(tangga) di muka pintu atau tepi jalan’ dan laxtigeri beratap
sebagai penghubun rumah dengan rumah.

Ada juga yang membuat istilah lain. Kaki lima dieath “
kanan-kiri lintas manusia’. Maksudnya barangkalireka
pedagang kaki lima (PKL) berada dijalur pejalanika&hingga
banyak orang berlalu-lalang disamping kanan darpsagkiri

para pedagamg kaki lima.

3.3.Penyebab pedagang kaki kima memilih bejualan di
trotoar
Banyak penduduk Indonesia yang tidak kebagian Fgoan
pekerjaan di pabrik-pabrik atau kantor-kantor, lahereka
memilih menjadi pedagang kaki lima. Selain modalnya&ah,

karena tidak harus menyewa kios, menjadi pedagakiglikna
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juga tidak membutuhkan ijazah sekolah seperti mataerja

lain.
Adapun penyebab banyak bermunculan pedagang keaiddalaf?:
1. Kesulitan Ekonomi.

Krisis keungan yang terjadi sekitar tahun 1997-18@yebabkan
harga-harga barang naik dengan begitu cepatnyaagQuma banyak
yang kehilangan pekerjaan atau menganggur. Kemudbanyak

diantara mereka yang memilih menjadi pedagang lkaki
2. Sempitnya lapangan pekerjaan

Orang semakin banyak mengganggur karena tidak adapgngan
pekerjaan. Mereka lalu memilih menjadi pedagang kaka karena
modalnya kecil dan tidak perlu kios atau toko. Yaamting mereka

bisa mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya.
3.Urbanisasi

Orang-orang dari desa berdatangan ke kota karemkesdnya
tidak ada pekerjaan dan kehidupannya miskin. Melakangkat ke
kota tanpa mkodal pendidikan maupun keahlian. Alfarmereka pun

banyak yang menjadi pedagang kaki lima.

2% |bid him 7.
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4. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja

4.1. Lokasi penelitian

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat petaderin
daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan &sterdn
dan ketertiban umum serta menegakkan PeraturaraBBaer
Disini penulis memilih lokasi penelitian yaitu dialitor Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem. Karenalipe
ingin  mengetahui capaian kinerja yang dilakuakamtda
satuan pamong praja kabupaten karangasem didalam
menertibkan pedagang kaki lima. Selain itu penulga ingin
mengetahui seberapa besar penerapan peraturanh daera
kabupaten karangasem nomor 4 tahun 2010 tentaegikah

umum.

4.2.Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karangasem.
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada baganuberik

ini:

“l pasal 1 point 9 Peraturan Pemerintah Republikiesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan
Polisi Pamong Praja.
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STRUKTUR ORGANISASI| SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN KARANGASEM

KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA

IDA BAGUS ANOM
SURYADHARMA, S.Sos.

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KASUBAG TATA USAHA

| GEDE PURNA

KASI KETENTRAMAN & KAS| PEMBINAAN , KASI PENGEMBANGAN
KETERTIBAN PENGENDALIAN DAN KAPASITAS

| GUSTI KETUT RAKA PENEGAKAN PERDA
GRANTIPALA | KOMANG MERTA ,S.Sos.

Sumber : Data Sekunder,2011
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4.3.Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja
b. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terpada
warga masyarakat atau badan hikum yang melakukan
pelanggaran atas peraturan da&rah
c. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badaanmuk
yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat.
d. Fasilitas dan pemerdayaan kapasitas penyelenggaraa
perlindungan masyarakat
e. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga
masyarakat, aparatur, dan badan hukum yang diduga
melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau atasirpara
kepala daerah.
f. Melakukan tindakan administrasi terhadap warga
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakuk
pelanggaran atas Perda dan/atau atas peraturana kepa

daerah.

?? Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesiaokérfahun 2010 Tentang Satuan Polisi
Pamong Praja
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4.4.Hak Satpol PP
Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasar
serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fopgsi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan
Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khsssuai
dengan kemampuan keuangan daerah.
4.5.Kewajiban Satpol PP
Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praila: wa
1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, halsiasa
manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidap d
berkembang dimasyarakat
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyaraka
yang dapat menganggu ketenteraman dan ketertibamym
3. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemuylann
atau patut diduga adanya tindak pidana.
4. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atati patu
diduga adanya penyelenggaraan terhadap PeratueralDa

dan Keputusan Kepala Daerah.

% pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Repultlisriesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan
Polisi Pamong Praja.

4 pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Repuldlisriesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang
Satuan Polisi Pamong Praja.
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4.6.Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
Dalam melaksanakan tugas yang diembannya, satuian po
pamong praja menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan
ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dantuszm
kepala daerah.

2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelexaggar
ketentraman dan ketertiban umum di daerah.

3. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah da
keputusan kepala daerah.

4. Pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan ketertrdan

ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah.

4.7.Penegakan Peraturan Daerah
A.Secara teknis
1. Proses penegakan peraturan daerah yang dilakéarSatuan
Polisi Pamong Praja dan penyidik pegawai negeil §RPNS)
pada prinsipnya sama dengan yang dilakukan olehyigikn
POLRF.
2. Baik PPNS maupun penyidik POLRI dalam menyetdsai

kasus menitik beratkan kepada pencarian kebenaran d

* Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2@0€afig Pedoman Prosedur Tetap
Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupatesmigasem
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penyelesaian yang objektif tanpa ada intervensii gbnak
manapun.

3. Perbedaan dari tugas PPNS dan penyidik POLRaladerletak
pada kewenangan masing-masing sesuai dengan hidgasyyang
menjadi dasar hukumnya.

A. Penggolongan

Kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyelesai@suk
pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan olekarsgoolisi
pamong praja sebagai PPNS dapat digolongkan selbewjaut:

1. Dimulainya penyidikan.

2. Penyidikan.

3. Pemeriksaan.

4. Penindakan.

5. Penyelesaian, segel dan penyerahan berkas petikang]

B. Pelaksanaan

Diketahuinya pelanggaran peraturan daerah (keteatra dan

ketertiban umum) yang dilakukan adalah;

1.Penyidikan

a. Pada prinsipnya PPNS berdasarkan pasal 149 Undalagpg

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerab katisa
undang- undang) memiliki kewenangan untuk melakukan

penyelidikan.
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b. PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran peratiaarah
(Trantibum) dapat menggunakan kewenangan pengawan d
atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pitidaian
lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumifged@).

c. Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan
penyidikan dapat pula menerima bantuan penyeli@km®.
2.Penyidikan Pelanggaran Peraturan daerah ( ttamjib

a. Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwatus

peristiwva yang terjadi merupakan Pelanggaran Pamatu
Daerah (Trantibum) yang termasuk dalam lingkup sudan
wewenang sesuai dengan undang-undang yang yan@adnen;
dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya.
3. Pelanggaran ketentuan Peraturan Daegt diketahui dari :
a.Laporan yang dapat diberikan oleh :
1. Setiap orang
2. Petugas
b. Tertangkap tangan baik oleh masyralaupun petugas
c. Diketahui langsung oleh PPNS
d.Dalam hal ini terjadilgm@ggaran Peraturan Daerah baik melalui
laporan tertangkap tangan atau diketahui langsieiy BPNS
dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang datngani
oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.

4.Dalam Hal Tertangkap Tangan.
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Setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan EBpE
melaksanakan :
a. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
b.Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewgaan
yang ditetapkan di dalam undang-undang yang medgsir
hukum satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS yang
bersangkutan.
c.Segera melakukan proses penyidikan dengan kasidin
dengan instansi terkait sesuai dengan bidang bentuk
pelanggaran Perda (Trantibum)
2.Pemeriksaan
Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PipaNtg
bersangkutan dalam pengertian tidak boleh dilimpahkepada
petugas lain yang bukan penyidik. Setelah diadgleaneriksaan oleh
PPNS terhadap tersangka dan tersangka mengakhi nedéakukan
pelanggaran Peraturan Daerah serta bersedia dataatenntuk
melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah terseduai skengan jenis
usaha/kegiatan yang dilakukan dalam waktu 15 legakspelaksanaan
pemeriksaan tersebut akan mengakui kesalahan kepauha
bersangkutan diharuskan membuat surat pernyataan.
b. Pemanggilan
1) Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan kateRtUHAP

sepanjang menyangkut pemanggilan.
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3)

4)

5)

6)

7
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Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dé&wmyeenangan
yang ditetapkan dalam undang-undang yang mengsdirchukumnya
masing-masing (Perda)

Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan padsipnya
adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Panrrag.

Dalam hal pimpinan Satuan Pamong Praja adalah dknf®PNS)
maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukanRatepinannya
selaku penyidik.

Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja but@myidik
(PPNS), maka Surat Panggilan ditandatangani olelyithk Pegawai
Negeri Sipil Polisi pamong Praja yang diketahuhgbempinan.

Dan Surat panggilan dilakukan oleh petugas PPN$y agng
bersangkutan dengan kewajiban dapat memenuhi panggirsebut
(bahwa kesengajaan tidak memenuhi pangglan diadesmgan pasal
216 KUHP).

Dalam hal panggilan tidak dipenuhi tanpa alasangysah setelah
dilakukan 2 (dua) kali pemanggilan, maka PPNS dapatninta
bantuan kepada penyidik Polri untuk melakukan pgkapan. Setelah
tindakan penangkapan dilakukan penyidik Polri segeelakukan
pemeriksaan tentang ketidak hadiran tersangka/samiesnenuhi
panggilan tersebut. Selanjutnya penyidik terhadalpnggaran Perda

di bidang lingkup tugas dan kewenangan PPNS dikukeh PPNS.
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8) Dalam hal yang dipanggil berdomisili di luar wildyaPPNS
pemanggilan dilakukan dengan bantuan penyidik Palan
pemeriksaan selanjutnya sejauh mungkin dilaksanakteh PPNS

yang besangkutan.

9) Surat Panggilan harus sudah diterima oleh yangndigihselambat-
lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir yditentukan.

10)Surat Panggilan harus diberi nomor sesuai ketermegistrasi instansi
PPNS yang bersangkutan.

11)Untuk panggilan terhadap tersangka atau saksi Wik \berada di
Luar Negeri dimintakan bantuan kepada penyidikiPolr

3.Penangkapan

a. Pada prinsipnya Satuan Polisi Pamong Praja tidaknihke

kewenangan melakukan penangkapan, kecuali dalam hal

tertangkap tangan.

b. Dalam hal tertangkap tangan karena pelanggarara Rl bukan
oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang bersangketapi tterjadi
dalam lingkup wilayah kerja dan kewenangan SatuafisiP
Pamong Praja, maka kemudian diserahkan kepadarSRiigsi
Pamong Praja diserahkan kepada PPNS yang bersangiegera

melakukan pemeriksaan.
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c. Dalam hal PPNS memerlukan bantuan penangkaparpeiayidik
Polri maka surat permintaan bantuan penangkapamukiin

kepada Kepala Kesatuan Polri setempat Up. KadgeSer

4.Penyelesain/ Penyegelan/Pemeriksaan cepat

a. PPNS wajib melaksanakan adminitrasi penyidikan datiap
perkara yang ditangani.

b. Penandatanganan Surat Pengantar Berkas Perkdwsadgdkan
sebagai berikut :

c. Dalam hal atasan anggota Polisi Pamong Praja sgoran
penyidik (PPNS) maka penandatanganan surat pemganta
berkas perkara dilakukan oleh atasan anggota Hedisiong
Praja selaku penyidik.

d. Dalam hal atasan anggota Polisi Pamong Praja bpéaydik
(PPNS) maka penandatangan surat pengantar berkiearge
dilakukan oleh anggota Polisi Pamong Praja yang $PN
dengan diketahui atasannya.

e. Bagi pelaku tindak pidana Peraturan Daerah (TramtiPPNS
melakukan tindakan pertama berupa pembinaan tgvhada
pelanggaran sesuai dengan bidang dan bentuk kaaterirdan

ketertiban umum yang dilanggar.
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Kemudian PPNS membuat Berita Acara Surat Pernyataan
berupa Surat Perjanjian.
. Dalam surat perjanjian tersebut memuat berupa itdent
siapa/kuasa atau penanggung jawab perjanjian :

1. Obyek tindak pidana yang dilanggar.

2. Waktu dan lamanya perjanjian.

3. Kemudian memuat tanggal dan tandatangan oleh yang

berjaniji.

. Setelah habis masa perjanjian tersebut akan tefapg
bersangkutan tidak memenuhi janjinya maka PPNS tdapa
memberikan surat teguran | dengan tembusan kepatEnsi
terkait sesuai dengan bidang dan bentuk pelanggaran
Perda(Trantibum).
Apabila teguran | (pertama) tidak dilaksanakan majangka
waktu 7 x 24 jam maka dapat disusul dengan teguliran
(kedua) dengan tetap memberikan tembusan kepatinsns
terkait.
Setelah dilakukan teguran 2 (kedua) kali berutouttumaka
PPNS dapat membuat laporan kepada Kepala Daerapaber
laporan khusus :
1. Dasar
2. Fakta

3. Langkah langkah
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4. Tindakan
5. Saran

6. Kesimpulan
7. Penutup.

k. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang ada sesuwjade
pelanggaran yang dilakukan serta  langkah-langkah
penyelesaian yang ditempuh sebelumnya maka dapeildin
tindakan sesuai dengan bidang dan bentuk Perdatiduen)
yang dilanggar. Dengan jalan memberikan saran maka
diperoleh kesimpulan Kepala Daerah dapat memberikan
pertimbangan sebagaimana yang terdapat dalam Perda
diantaranya penyegelan yang diserahkan secara iathamsn
kepada instansi terkait sesuai dengan bidang datulb®erda
yang dilanggar dan secara teknis operasi dilakokeaim Satuan
Polisi Pamong Praja dibantu dengan instansi tet&aihya di
dalam hal pelaksanaan penyegelan.

Pemeriksaan Tindak Pidana secara-cepatnya :

a. Pemeriksaan tindak pidana cepat dilakukan olBINS
terhadap pelanggaran tindak pidana K-3 atau petagg
Perda yang ancaman hukumannya tidak lebih dariigd)(t

bulan penjara.
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b. Peradilan tindak pidana cepat dilakukan PPN$alefalan
mendatangkan Hakim dan Jaksa ke Satuan Polisi RpRvaia
untuk dilaksanakan sidang ditempat.
c.Adapun terlaksananya peradilan cepat tersebuebiler
dahulu dilakukan koordinasi dengan aparat terkaimtdranya
aparat penegak hukum seperti Polri, Hakim, danalaks
d. Pengawasan dan Pengendalian
e. Dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Satlian
Pamong Praja wajib mensosialisasikan dan memberikan
bimbingan teknis secara intensif kepada masyaraigsr
masyarakat tidak melanggar Peraturan Daerah daraKeab
Kepala Daerah.
f. Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan PolisoRgrRraja
adalah bahwa Peraturan Daerah dan Peraturan KBpalah
betul-betul dapat dilaksanakan dan dipatuhi olelsyayakat
maupun aparat pelaksana.
g. Tanggung jawab PPNS di suatu instansi secamxkfsr
terkait terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku.
h. Pengawasan yang dilakukan oleh instansi masagjnm
juga dapat dilakukan oleh PPNS agar tidak terjadi
penyimpangan-penyimpangan oleh aparat pelaksana.

i. Pengawasan dapat dilakukan oleh Polisi Pamoraga Pr

terhadap orang/oknum atau masyarakat yang diduga
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melakukan tindakan melanggar Peraturan Daerah, adeng
melakukan penelitian secara cermat dan bila hasielgtian
tersebut ternyata orang/oknum, masyarakat benarben
melanggar Peraturan Daerah, dapat dilakukan periangg
teguran dan peringatan.

J. Pengendalian lebih lanjut dapat dilakukan beades butir

e, dan apabila pelanggaran Peraturan Daerah benar-b
telah dilakukan serta dianggap berdampak negatlapat
dilakukan penangkapan oleh polri terhadap si pglandgan
selanjutnya dapat diproses sesuai dengan ketep&raturan

perundang-undangan.

C. Upaya Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam Penetian
Pedagang Kaki Lima dikawasan Wisata Candidasa berdaarkan
Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomo4
Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum.

Pemerintah Kabupaten Karangasem telah mengupaysdthagai
upaya terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ad&asiasan
Candidasa yang bejualan di fungsi jalan. Pedagaailg kma ini
melanggar pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten d¢f@sam Nomor

4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum. Untuk italkdikan upaya-
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upaya penertiban pedagang kaki lima yang dirasaggasggu
ketertiban umum diantaranya ad&fah
1. Memberikan pembinaan kepada para pedagang kakiyiémg
ada dikawasan wisata candidasa agar tidak berjuandi
tempat tersebut.
2. Melakukan tipiring (tindak pidana ringan ) terhadagzagang
yang membantah.
3. Mengupayakan relokasi tempat untuk pedagang kala. li
D. Proses dalam menindak/mengadili (PKL) dalam pelangagran
peraturan daerah nomor 4 tahun 2010 tentang keterban umum.
Dalam menindak pelanggaran Peraturan Daerah Kadupat
Karangasem Nomor 4 tahun 2010 Tentang Ketertibanurhm
digunakan pasal 16 ayat 1 perda kabupaten karangas@or 4 tahun
2010 yang berbunyidilarang menjajakan barang atau jasa di jalan,
obyek wisata, taman dan tempat umum dengan carayaderkan
secara langsung kepada orang lain yang dapat meulkahn
gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan keayan
Ada 2 proses dalam menindak pelanggaran terselantadanya
adalah:
1. Tindakan non yustisial
Tindakan yang dilakukan dalam rangka menjaga kieéertumum

dan ketentraman terhadap pelanggaran perda sesrgjard

% Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Satuan FRidisiong Praja Kabupaten Karangasem
Tanggal 20 Desember 2011



76

ketentuan peraturan perundang undangan dan ticlagasgroses

peradilan.

2. Melakukan tindakan langsung terhadap pelangganatape

Prosesnya melalui peradilan sesuai dengan perapgamdang

undangaf’.

Tabel 3

Sasaran Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Karangasem Tahun 2011

No Kecamatan| Sasaran Jumlah Keterangan
kegiatan | Pelanggaran
tahun 2011

1 Rendang PKL 3 Dibina
2 Sidemen PKL 1 Dibina
3 Manggis PKL 1 Dibina
4 Karangasem| PKL 46 Dibina
5 Abang PKL 2 Dibina

Bebandem PKL 2 Dibina
6

Selat PKL 4 Dibina

7
8 Kubu PKL 1 Dibina
Total 8 60

Sumber: data primer 2011.diolah

Dari delapan kecamatan yang ada di kabupaten kasany

terdapat jumlah pelanggaran yang dilakukan olehagaag kaki

*” Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Satuan FRdisiong Praja Kabupaten Karangasem
diakses pada tanggal 20 Desember 2011.
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lima yaitu diantaranya: kecamatan Rendang denganlaju
pelanggaran 3, kecamatan Sidemen dengan jumlahgoelean 1,
kecamatan Manggis dengan jumlah pelanggaran 1,mcea
karangasem dengan jumlah pelanggaran 46, kecanfdiang
dengan jumlah pelangggaran 2, kecamatan Bebandemame
jumlah pelanggaran 2, kecamatan Selat dengan jupelaimggaran
4, kecamatan Kubu dengan jumlah pelanggaran 1. Ddata
sasaran kegiatan satuan polisi pamong praja kadujarangasem
di tahun 2011 terhadap pedagang kaki lima di séiegamatan,
terlihat bahwa kecamatan yang paling banyak tetdppkangar
peraturan daerah yaitu kecamatan Karangasem dejugaah
pelanggaran di tahun 2011 adalah berjumlah 46 pedadgaki
lima yang melakukan pelanggaran. Semua pedagang likak
yang melakukan pelanggaran terhadap peraturanhddesiaa agar

mereka tidak melakukan pelanggaran lagi.

Adapun hasil pembinaan pedagang kaki lima selamanta
2011 yaitu dari 58 kali kegiatan yang dilakukanhogatuan polisi
pamong praja kabupaten karangasem yang dapat dibimga 19

orang pedagang kaki lima.

E. Sanksiterhadap pedagang kaki lima yang melanggargraturan
Apabila ada yang melanggar peraturan yang sudatagkan oleh
pemerintah maka siapapun yang melanggar pasti rmpatiden sanksi

terhadap pelanggaran yang diperbuat. Begitu jugeyate pedagang
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kaki lima, apabila pedagang kaki lima melanggarapgan daerah

maka sanksinya sebagai berikut:

1. Bagi para pedagang kaki lima yang membantah makanba
dagangannya akan diambil oleh petugas satuan palisong praja
dan dibawa ke kantor satuan polisi pamong praja.

2. Selanjutnya para pedagang yang melanggar akanrikdibe
pembinaan.

3. Kemudian dilakukan tipiring melalui pengadilan s@sdengan
ketentuan peraturan perundang undangan biasanyaledda

Rp.50.000,00 di pengadil&h

F. Hambatan Yang Dialami Pemerintah Kabupaten Karangasm
Dalam Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasa

Wisata Candidasa Kabupaten Karangasem.

Satuan polisi pamong praja kabupaten karangasenaladid
melaksanakan tugas dn fungsinya untuk menertilpletagang kaki
lima di kawasan wisata candidasa mendapatkan bertbegnbatan

diantaranya adalah:

1. Tempat atau lokasi kawasan candidasa cukup jauimggeh
petugas tidak bisa setiap hari untuk menertibkalagang kaki

lima yang masih berjualan di kawasan tersebut.

?® Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Satuan FRéisiong Praja Kabupaten Karangasem,
diakses pada tanggal 20 Desember 2011.
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2. Terbatasnya personil, fasilitas dan kesadaran malsytayang
taat akan peraturan yang berlaku.

3. Terbatasnya anggaran atau biaya dari pemerintaHudanya
wilayah yang menyebabkan petugas merasa kesulitéuk u

menangani masalah tersebut

G. Solusi dari Pemerintah Terhadap Penertiban Pedagang<aki

Lima di Kawsan Wisata Candidasa
Adapun solusi dari pemerinrah untuk penertiban gadg kaki

lima dikawasan wisata candidasa yaitu :

1. Pemerintah daerah berupaya untuk menyiapkan tetemgiat
yang layak untuk pedagang kaki lima agar tindak gganggu
kenyamanan dan ketertiban bagi para pengunjung.

2. Memberikan penataan terhadao pedagang kaki limakajhatan
indah, tertib, bersih dan tidak mengganggu kenyaman
wisatawar’.

1. Adapun solusi dari penulis terhadap penertiban geaug kaki
lima di kawasan wisata Candidasa berdasarkan pH3al
Peraturan daerah kabupaten karangasem nomor 4 2&Hin
tentang ketertiban umum yaitu Kantor Satuan P&lsmong

Praja Kabupaten Karangasem mensosialisasikan kembal

** Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Satuan FRéisiong Praja Kabupaten Karangasem,
diakses pada tanggal 20 Desember 2011.

*® Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Satuan FRdisiong Praja Kabupaten Karangasem
pada tanggal 20 Desember 2011.
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Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun
2010 Tentang Ketertiban Umum dan termasuk jugal @&&a
mengenai tata tertib berjualan kepada seluruh malsya
khususnya bagi bagi pedagang kaki lima yang mekangg
aturan agar masyarakat lebih paham terhadap panayang
harus ditaati. Selain itu juga sebaiknya segeradadtian
kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran
masyarakat khususnya bagi para pedagang kaki ligsa a
kedepannya pedagang kaki lima tidak sembarangaamdal
memilih lokasi untuk tempat berjualan sehingga para

wisatawan merasa nyaman untuk berkunjung.
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BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang uliak oleh
penulis pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja jaten Karangasem
maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagaiugerik
1. Pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupateeng&sem

Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum (StudKantor
Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Karangasetahsuendekati
efektif, karena dalam ukuran waktu kurang lebifaliun, yaitu antara
tahun 2010 sampai dengan 2011, penerapan Peraazmah
Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 Tentangrtdetn
Umum terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKEphacapai
31,52% . dari 58 jumlah kegiatan pembinaan ped&akigima dibagi
jumlah seluruh kegiatan pembinaan terhadap Peraaarah Nomor
4 Tahun 2010 Tentang Ketetiban Umum vyaitu 184 keamud
mendapatkan hasil yaitu 31,52%. Hanya saja pedosdilisasikan
kembali.

2. Hambatan dan solusi

Hambatan yang dihadapi kantor satuan polisi panpoajg
kabupaten karangasem dalam penertiban pedagantimkaki

dikawasan wisata candidasa adalah:
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Tempat atau lokasi kawasan candidasa cukup jauhgggzh
petugas tidak bisa setiap hari untuk menertibkalagang kaki
lima yang masih berjualan di kawasan tersebutatagnya
personil, fasilitas dan kesadaran masyarakat yaatgakan
peraturan yang berlaku, dan terbatasnya anggaaarbatya dari
pemerintah dan luasnya wilayah yang menyebabkamgast

merasa kesulitan untuk menangani masalah tersebut.

3. Solusi dari pemerinrah untuk penertiban pedagaaki kma

dikawasan wisata candidasa yaitu :

Pemerintah daerah berupaya untuk menyiapkan tereypgat
yang layak untuk pedagang kaki lima agar tindak gganggu
kenyamanan dan ketertiban bagi para pengunjungngamberikan
penataan terhadap pedagang kaki lima agar kelihwadim, tertib,

bersih dan tidak mengganggu kenyamanan wisatawan

B. SARAN

1. Untuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Karangasem, sebaiknya Kantor Satuan Polisi Pamaag P
Kabupaten Karangasem mensosialisasikan kembaliupamna
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 201@dgnt
Ketertiban Umum dan termasuk juga pasal 13 mengeitei

tertib berjualan kepada seluruh masyarakat khusudragi
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bagi pedagang kaki lima yang melanggar aturan agar
masyarakat lebih paham terhadap peraturan yang déaati.

2. Sebaiknya segera diadakan kegiatan-kegiatan yangat da
meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya bagi pa
pedagang kaki lima agar kedepannya pedagang kaaitldak
sembarangan dalam memilih lokasi untuk tempat bknu

sehingga para wisatawan merasa nyaman untuk barginj
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Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang dinamis. aman
tenteram, tertib dan nyaman guna terciptanya penyelengpuraan
pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif,
perlu meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam
bidang keamanan dan ketertiban umum;

bahwa situasi dan kondisi masyarakat semakin berkembang dan
kompleks, maka Peraturan Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 4
Tahun 1992 tentang Ketertiban Umum perlu ditinjau kembali:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban
Umum;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I dalam Wilayah Daerah-dacrah Tingkat |
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655):

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725):




10.

11.

12.

13,

14,

13,

16.

o7

18,

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4739);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5025);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 3
Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 4 Tahun 1989 Seri
D Nomor 4);

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1991 tentang ljin Bangun-
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Karangasem Nomor 2 Tahun 1993 Seri B Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2001 Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) Kawasan Pariwisata Ujung (Lembaran Dacrah
Kabupaten Karangasem Tahun 2003 Nomor 33 Seri E Nomor 19):

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) Kawasan Pariwisata Candidasa (Lembaran Dacrah
Kabupaten Karangasem Tahun 2003 Nomor 34 Seri E Nomor 20).

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Amlapura (Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Dacrah
Kabupaten Karangasem Nomor 5);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASENI
dan
BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.
2

M

2

3)

Daerah adalah Kabupaten Karangasem.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyclenggara
pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Karangasem.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah l.embaga
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Ruang Milik Jalan adalah batas dari pinggir got jalan sampai pinggir got jalan berikutnya.

Taman adalah kebun yang ditanami dengan bunga-bungaan dan pepohonan sebagai tempat
yang nyaman dan indah.

Bangunan adalah bangunan-bangunan yang beratap, bertiang atau berdinding yang
mempunyai pondasi tersendiri digunakan untuk tempat tinggal, tempat berteduh. tempat
bekerja, tempat berusaha, memelihara binatang atau menyimpan benda.

Hewan adalah binatang piaraan seperti sapi, kuda, kambing, babi, anjing dan semua
binatang peliharaan lain.

Kepentingan dinas adalah kepentingan dari pemerintah daerah dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsinya.

BABII
TERTIB JALAN, TAMAN DAN TEMPAT UMUM
Pasal 2

Dilarang mengotori dan merusak jalan, taman dan tempat umum serla tanah-tanah
kosong lainnya, kecuali untuk kepentingan Dinas.

Dilarang membuang dan membongkar sampah dijalan, taman dan tempat umum serta
tanah-tanah kosong lainnya, kecuali pada tempat yang telah ditetapkan.

Dilarang menumpuk, menaruh, membongkar bahan-bahan bangunan di ruang milik jalan
yang dapat mengganggu lalu-lintas lebih dari 1 x 24 jam.



B P

(4) Dilarang merusak, membuka, mengambil, memindahkan tanda-tanda peringatan. pot-pot
bunga, pipa air, papan nama jalan, papan informasi tata ruang, papan jalur hijau. lampu
penerangan jalan dan alat-alat fasilitas umum lainnya yang dimiliki pemerintah dacrah.

Pasal 3

Dilarang membuang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di ruang milik
jalan, di taman dan tempat umum.

Pasal 4

(1) Dilarang menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda di
pohon perindang, taman kota sepanjang jalan dan tempat umum, kecuali telah mendapat
izin dari pemerintah daerah dan untuk pelaksanaan upacara keagamaan.

(2) Dilarang menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain
bendera, spanduk dan sejenisnya, pada rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan,
pohon-pohon di sepanjang jalan, bangunan lain dan fasilitas lain milik pemerintah
daerah kecuali telah mendapat izin dari pemerintah daerah.

(3) Dilarang merusak, mengotori, mencorat-coret tempat-tempat atau bangunan yang

dipakai sarana penunjang keindahan Kota dan tempat-tempat Obyek Wisata serta tempat
umum.,

Pasal §

(1) Dilarang bertempat tinggal atau tidur di ruang milik jalan, emper toko, taman dan tempat
umum.

(2) Dilarang melakukan kegiatan untuk meminta-minta atau mengemis, mengamen, mencari
upah jasa dan usaha lainnya diatas kendaraan disepanjang jalan, taman-taman. tempat
umum, gedung/kantor dan tempat ibadah dengan berbagai cara dan alasan untuk
mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Pasal 6

Dilarang menebang, memotong, mencabut atau merusak pohon, taman-taman dan tumbuh-
tumbuhan di sepanjang jalan kecuali mendapat izin dari pemerintah daerah dan/atau
dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan Dinas.

BAB Il
TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR DAN PANTAI

Pasal 7

(1) Dilarang mandi tanpa busana di tempat-tempat yang terbuka dan mudah dilihat oleh
umum.

(2) Dilarang mencuci kendaraan bermotor, memandikan hewan di ruang milik jalan.



3)

(4)

(3)

Dilarang mengambil air dari air mancur, kolam taman dan tempat lainnya yang sejenis,
milik pemerintah daerah kecuali dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan Dinas.

Dilarang mengambil / mengangkut batu dan pasir laut di pantai kecuali mendapat izin
dari pemerintah daerah,

Dilarang membuang benda-benda, bahan-bahan padat atau cair atau berupa limbah ke
dalam atau saluran sungai dan laut, kecuali dalam rangka upacara agama.

BAB IV
TERTIB KEAMANAN DAN LINGKUNGAN

Pasal 8

Dilarang membuat gaduh di sekitar perumahan dan pemukiman yang dapat mengganggu
ketentraman dan kenyamanan lingkungan.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1

(2)

)

(4)

Pasal 9

Dilarang membawa atau memperlihatkan senjata tajam, senjata api, di tempat umum
dimana sedang diselenggarakannya perayaan atau keramaian, kecuali petugas dan
pelaksanaan upacara keagamaan.

Dilarang duduk bergerombol, minum minuman keras di ruang milik jalan atau tempat
umum yang dapat mengganggu pengguna Jjalan lainnya.
Pasal 10

Dilarang bermain layang-layang di Jalan umum, taman, tempat-tempat vital atau
strategis, kecuali telah mendapat izin dari pemerintah daerah.

Dilarang melakukan kegiatan pelacuran atau tingkah laku yang patut diduga akan
berbuat asusila di jalan, taman atau di tempat umum serta tempat-tempat yang diduga
akan digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila,

BABV
TERTIB HEWAN DAN BINATANG PIARAAN

Pasal 11

Setiap orang yang memelihara hewan, dilarang melepas atau membiarkan hewannya

lepas sehingga berkeliaran di jalanan yang dapat merusak pemandangan, membahayakan
orang dan lalu lintas umum.

Setiap orang yang memelihara hewan wajib menjaga kebersihan dan tidak mencemari
lingkungan.

Setiap orang dilarang menempatkan hewan peliharaannya di ruang milik jalan, taman
dan tempat umum,

Khusus untuk anjing peliharaan atau anjing liar apabila menggigit orang atau keluar ke
Jalan umum atau tempat umum dapat dieliminasi.



Pasal 12

Hewan-hewan yang mati wajib dikubur oleh pemiliknya paling lama 1 x 24 jam,

BAB VI
TERTIB USAHA TERTENTU
Pasal 13

Dilarang menempatkan barang dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tidak di

ruang milik jalan, taman dan tempat umum kecuali telah mendapat izin dari pemerintah
daerah.

Pasal 14

Dilarang melakukan usaha parkir tanpa izin di jalan atau tempat umum dengan maksud untuk
memungut bayaran.

Pasal 15

Setiap bangunan fasilitas umum milik swasta maupun pemerintah daerah wajib menyiapkan
alat-alat untuk mencegah bahaya kebakaran,

Pasal 16
(1) Dilarang menjajakan barang atau jasa di jalan, obyek wisata, taman dan tempat umum
dengan cara menyodorkan secara langsung kepada orang lain yang dapat menimbulkan
gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan.

(2) Dilarang menjajakan barang dagangan atau keperluan lainnya dengan masuk kantor
pemerintah,kabupaten kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang,

BAB VII
TERTIB PEMILIK DAN PENGHUNI

Pasal 17

(1) Setiap pemilik dan/atau penghuni bangunan atau rumah diwajibkan :

a. membuang benda yang berbau busuk dan membuang bagian pohon atau tumhbuh-
tumbuhan yang dapat menggangeu  lingkungan, keselamatan umum  atau
menimbulkan bahaya sekelilingnya pada tempat yang telah ditentukan; dan

b. membuat penampungan limbah (tinja), tong sampah, membuat dan menjaga saluran
air tanpa mengganggu kepentingan tetangga/lingkungan.

(2) Setiap orang dilarang menampung dan menyewakan rumah atau kamar Kepada
pendatang yang tidak bisa menunjukkan surat bukti diri yang sah,



(3) Dilarang membongkar atau merubah konstruksi trotoar, telajakan, drainase, dan halte
sebelum mendapat izin dari pemerintah daerah.

(1)

(2)

(2)

€)

Pasal 18

Setiap orang dilarang menaruh, parkir kendaraan secara tetap atau menginap di ruang
milik jalan paling lama 1 x 24 jam.

Mobil yang rusak atau mogok di jalanan harus dipindahkan oleh pemiliknya paling lama
1 x 24 jam.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik
tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :

d,

b.

St W

menerima laporan atau pengaduan berkenaan tindak pidana di bidang Ketertiban
umum;

melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan tindak
pidana di bidang ketertiban umum:;

melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan
diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang
ketertiban umum;

melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha vang diduga
melakukan tindak pidana di bidang ketertiban umum;

memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana
di bidang ketertiban umum;

melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang
ketertiban umum; ,

meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan usaha
sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketertiban umum;

meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;

membuat dan menandatangani berita acara; dan

menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak
pidana di bidang ketertiban umum.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.



BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 20

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3. Pasal 4. Pasal 5, Pasal 6. Pasal
7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15. Pasal 16.
Pasal 17 dan Pasal 18 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Tingkat 1l Karangasem
Nomor 4 Tahun 1992 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dacrah
Tingkat II Karangasem Nomor 13 Tahun 1993 Seri C Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.
Pasal 22
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura

Diundungkan di Amlapura




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG

KETERTIBAN UMUM

1. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan

= efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan dacrah
L. dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat
seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman
dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi
seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut dj atas maka dipandang perlu Ketertiban

Umum diatur dalam suatu Peraturan Dacrah Kabupaten Karangasem tentang Ketertiban
Umum,

II.  PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
& Yang dimaksud dengan “tempat umum” adalah tempat yang diperuntukkan
bagi masyarakat untuk kegiatan ekonomi, sosial budaya dan keagamaan.

Yang dimaksud dengan “tanah-tanah kosong lainnya” adalah tanah-tanah
kosong milik pribadi yang juga harus dijaga kebersihannya.

Yang dimaksud dengan “untuk kepentingan dinas” adalah kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah daerah seperti untuk perbaikan sarana dan
prasarana jalan, taman dan kebersihan lingkungan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “sampah” adalah limbah yang bersifat padat terdiri
dari zat organik dan/atau anorganik yang tidak berguna lagi dan harus
dikelola agar tidak membahayakan jiwa dan melindungi investasi
pembangunan serta melestarikan lingkungan hidup.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “alat-alat fasilitas umum lainnya” adalah alat-alat
fasilitas umum yang dipergunakan oleh masyarakat luas.
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Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang termasuk ke dalam bangunan lain dan fasilitas lain milik pemerintah
daerah dalam ketentuan inj yaitu bangunan yang berfungsi sebagai tempat
kegiatan keagamaan dan fasilitas gedung kantor milik pemerintah dacrah.

Yang dimaksud dengan “mendapat izin dari pemerintah daerah™ dalam
ketentuan ini adalah organisasi sosial dan politik.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “mendapat izin dari pemerintah daerah” dalam

ketentuan ini adalah dipergunakan untuk kepentingan pendidikan dan
olahraga.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “gaduh” adalah suara keras yang membisingkan dan
mengganggu ketentraman,

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Yang termasuk ke dalam tempat-tempat vital atau strategis dalam ketentuan

ini yaitu tempat pembangkit listrik, PLN, Pura dan Tempat Ibadah lain
serta obyek-obyek wisata.

Yang dimaksud dengan “telah mendapat izin dari pemerintah daerah”
dalam ketentuan ini adalah kegiatan yang menyangkut daya tarik wisata,
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Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pelacuran” adalah sikap tindakan yang dilakukan
seseorang baik perempuan maupun laki-laki yang dengan scngaja
menjajakan dirinya ataupun menyediakan dirinya pada orang lain untuk
mengadakan hubungan badan diluar nikah atau perbuatan cabul lainnya

dengan tidak memilih lawannya sebagai mata pencaharian atau dalil
apapun juga.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “parkir kendaraan secara tetap atau menginap di

ruang milik jalan" adalah memanfaatkan tepi jalan umum sebagai garasi
kendaraan secara tetap.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.
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